
SEKRETARISJENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 

ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 

Legislatif, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan 

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan 

Perundang-U ndangan Legislatif; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis 
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Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 

Legislatif; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
. tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6340); 

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 39); 

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 

tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 

Negeri Sipil, sebagaimana beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 
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Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 

tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 240); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 

2019 ten tang Pengusulan, Penetapan, dan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 824); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 

2020 tentang Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 

Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 598); 

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pelantikan 

dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawasan, Jabatan 

Fungsional, dan J abatan Pimpinan Tinggi; 

9. Pera tu ran Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN 

FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 

aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat 

yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 

dan keterampilan tertentu. 

5. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan 

Legislatif yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 
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jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan 

perundang-undangan. 

6. Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Repu blik Indonesia. 

7. Pejabat Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan 

Legislatif yang selanjutnya disebut Analis Pemantauan adalah PNS yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengkajian 

evaluasi peraturan perundang-undangan. 

8. Pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan 

pemantauan dan penanganan perkara perundang-undangan legislatif yang 

meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang­

undangan, penanganan perkara pengujian undang-undang, analisis 

undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan UJl 

materi, serta penyusunan database peraturan perundang-undangan. 

9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana 

kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai 

setiap tahun. 

10. Capaian SKP adalah hasil penilaian rencana kinerja dan target yang akan 

dicapai oleh seorang PNS setiap tahun. 

11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau 

akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pemantauan 

dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 

12. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan 

Target Angka Kredit pejabat fungsional. 

13. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang 

harus dicapai oleh Analis Pemantauan sebagai salah satu syarat kenaikan 

pangkat dan/atau jabatan. 

14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil 

penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan 
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atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan. 

15. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang 

Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 

dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan 

bagi PNS. 

16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang 

selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan 

oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas 

yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Pemantauan 

dalam bentuk Angka Kredit Analis Pemantauan. 

17. Kebutuhan PNS dalam jabatan selanjutnya disebut formasi adalah jumlah 

kebutuhan akan jenjang jabatan yang dibutuhkan dalam unit. 

18. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk 

dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengkajian evaluasi 

peraturan perundang-undangan. 

19. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan 

Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan. 

20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis 

Pemantauan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan. 

21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai 

minimal oleh Analis Pemantauan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja. 

22. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, 

pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis 

Pemantauan baik perorangan atau kelompok di bidang pengkajian evaluasi 

peraturan perundang-undangan. 
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23. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dan bukan 

pemberhentian sebagai PNS. 

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendayagunaan aparatur negara. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 

2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang­

Undangan Legislatif. 

Pasal 3 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini 

bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam pembinaan dan pengembangan 

karier Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, mewujudkan objektivitas dan 

ketepatan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan. 

Pasal 4 

Ruang lingku p Peraturan Sekretaris J ender al Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia ini meliputi: 

a. kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi/rumpun jabatan; 

b. kategori dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan; 

c. tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan; 

d. pengangkatan dalam jabatan; 

e. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; 
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f. penilaian kinerja; 

g. penilaian dan penetapan angka kredit; 

h. kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; 

1. kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan; 

J. kompetensi; dan 

k. pemberhentian dari jabatan. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN 

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan dan Tanggung J awab 

Pasal 5 

(1) Jabatan Fungsional Analis Pemantauan berkedudukan sebagai pelaksana 

teknis fungsional di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang­

undangan pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia. 

(2) Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) merupakan jabatan karier PNS. 

(3) Analis Pemantauan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki 

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur 

organisasi masing-masing instansi pemerintah. 
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(5) Kedudukan Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit 

kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Klasifikasi/ Rum pun J abatan 

Pasal 6 

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan termasuk dalam klasifikasi/rumpun 

jabatan hukum dan peradilan. 

BAB IV 

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 

ANALIS PEMANTAUAN 

Pasal 7 

(1) Jabatan Fungsional Analis Pemantauan merupakan jabatan fungsional 

kategori keahlian. 

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri 

atas: 

a. Analis Pemantauan Ahli Pertama; 

b. Analis Pemantauan Ahli Muda; 

c. Analis Pemantauan Ahli Madya; dan 

d. Analis Pemantauan Ahli Utama. 

Pasal 8 

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan terdiri 

atas: 

a. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Pertama, meliputi: 
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1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 

2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang 111/b. 

b. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Muda, meliputi: 

1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 

2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 111/d. 

c. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Madya, meliputi: 

1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a; 

2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV /b; dan 

3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c. 

d. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama, meliputi: 

1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/ d; dan 

2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV /e. 

BAB V 

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN 

Bagian Kesatu 

Tugas J abatan 

Pasal 9 

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yaitu melaksanakan kegiatan di 

bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Unsur Kegiatan 

Pasal 10 

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang dapat dinilai 

angka kreditnya, terdiri atas: 

a. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 
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b. penanganan perkara pengujian undang-undang; 

c. analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan 

uji materi; dan 

d. penyusunan database peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Sub Unsur Kegiatan 

Pasal 11 

Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri 

atas: 

1. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meliputi: 

a. persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 

dan 

b. pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan; 

2. penanganan perkara pengujian undang-undang, meliputi: 

a. persiapan dan analisis penanganan perkara pengujian undang-undang; 

dan 

b. penyusunan dan perbaikan konsep penanganan perkara pengujian 

undang-undang; 

3. analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan 

uji materi, meliputi: 

a. penyusunan draft analisis undang-undang atau peraturan perundang­

undangan berdasarkan uji materi; dan 

b. penyusunan hasil analisis undang-undang atau peraturan perundang­

undangan berdasarkan uji materi; 

4. penyusunan database peraturan perundang-undangan, meliputi: 

a. penyusunan data peraturan perundang-undangan; dan 

b. penyusunan data undang-undang atau peraturan perundang-undangan 

pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. 
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Bagian Keempat 

Uraian Kegiatan 

Pasal 12 

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sesuai jenjang 

jabatannya, sebagai berikut: 

a. Analis Pemantauan Ahli Pertama, meliputi: 

1. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan 

dipantau dengan menelaah pasal-pasal dalam peraturan perundang­

undangan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan; 

2. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan 

dipantau dengan menelusuri peraturan pelaksanaan yang 

diamanatkan peraturan perundang-undangan; 

3. menyusun analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang 

akan dipantau; 

4. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan 

perundang-undangan yang akan dipantau sebagai penyaji; 

5. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan 

perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi; 

6. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil diskusi; 

7. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil studi 

pustaka; 

8. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil seminar; 

9. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil survei; 

10. menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari hasil wawancara; 
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11. menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

infografis; 

12. menelaah berkas permohonan perkara pengujian undang-undang; 

13. menginventarisasi undang-undang dan peraturan perundang­

undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam 

permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

14. menginventarisasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu 

yang terkait dengan undang-undang yang diuji dan undang-undang 

lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan; 

15. menginven tarisasi keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan / a tau 

Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan undang­

undang yang diujikan dalam permohonan perkara pengujian undang­

undang; 

16. menginventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji 

dalam permohonan perkara pengujian undang-undang; 

1 7. menginventarisasi data informasi dan rekomendasi yang diperoleh 

dalam diskusi dengan pakar; 

18. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis kedudukan hukum 

pemohon dalam permohonan perkara pengujian undang-undang di 

Mahkamah Konstitusi; 

19. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah dengan menelaah risalah pembahasan 

rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang 

yang diuji; 

20. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta; 
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21. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan 

Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang­

undang dengan mencatat pokok substansi perkara pengujian undang­

undang dalam persidangan pengujian undang-undang; 

22. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan 

Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang­

undang dengan menyusun laporan proses persidangan pengujian 

undang-undang; 

23. menyusun resume putusan Mahkamah Konstitusi; 

24. menyusun info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi; 

25. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peserta; 

26. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung sebagai peserta; 

27. menyusun himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tahun 

penetapan putusan Mahkamah Konstitusi; 

28. menyusun himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang 

urusan komisi; 

29. menyusun himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung sesua1 dengan tahun penetapan putusan 

Mahkamah Agung; 

30. menyusun himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung sesuai dengan bidang urusan komisi; 

31. menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat 

putusan Mahkamah Konstitusi; 
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32. menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah 

Agung; 

33. mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan tahun penetapan berdasarkan data klasifikasi peraturan 

perundang-undangan menurut urusan pemerintahan; 

34. mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan tahun penetapan berdasarkan pemutakhiran data status 

peraturan perundang-undangan; 

35. mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan tahun penetapan berdasarkan data tanggal pengesahan, 

nomor lembaran negara, dan tambahan lembaran negara; 

36. mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan tahun penetapan berdasarkan penelusuran hasil pengujian 

peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi atau Mahkamah Agung; 

37. menyusun daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan 

pemerintahan per tahun; 

38. mendata jumlah peraturan perundang-undangan per tahun; 

39. melakukan kegiatan input data ke dalam system database atas pasal 

dan/ atau ayat undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi 

atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang 

dibatalkan Mahkamah Agung; 

40. melakukan kegiatan input data perkara ke dalam database perkara; 

41. melakukan kegiatan input data putusan Mahkamah Konstitusi atau 

Mahkamah Agung ke dalam database putusan Mahkamah Konstitusi 

atau Mahkamah Agung; dan 

42. melakukan kegiatan input data ke dalam database undang-undang 

yang diubah akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau peraturan 
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perundang-undangan di bawah undang-undang yang diubah akibat 

putusan Mahkamah Agung; 

b. Analis Pemantauan Ahli Muda, meliputi: 

1. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan 

dipantau dengan menelaah pasal-pasal yang terkait peraturan 

perundang-undangan lain; 

2. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan 

dipantau dengan menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang 

terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang 

terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang­

undang; 

3. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan 

perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi; 

4. menyusun kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan; 

5. menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil 

pengumpulan data; 

6. menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku; 

7. menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

infografis; 

8. menyusun resume hasil pengumpulan data; 

9. menganalisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan 

peraturan perundang-undangan yang terkait, keterangan Dewan 

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah terdahulu, dan/ atau 

putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal dalam 

undang-undang yang dimohonkan; 
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10. menelaah teori hukum dan teori lainnya yang terkait dengan materi 

permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah 

Konstitusi; 

1 1. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan / a tau 

Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis pokok permohonan 

perkara pengujian undang-undang; 

12. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah dengan menelaah risalah pembahasan 

rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang 

yang diuji; 

13. menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan konsep 

keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/ a tau Dewan Perwakilan 

Daerah; 

14. menyusun perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang; 

15. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai penyaji; 

16. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ a tau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta; 

1 7. menyusun perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan berupa 

saran/rekomendasi dalam presentasi; 

18. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan 

Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang­

undang dengan mencatat pokok substansi perkara pengujian undang­

undang dalam persidangan pengujian undang-undang; 

19. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan 

Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-
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undang dengan menyusun laporan proses persidangan pengujian 

undang-undang; 

20. menyusun resume putusan Mahkamah Konstitusi; 

21. menyusun info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi; 

22. menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah 

Konstitusi; 

23. menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah 

Agung; 

24. menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah 

Konstitusi; 

25. menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang dari putusan Mahkamah Agung; 

26. menyusun konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi; 

27. menyusun konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang­

undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung; 

28. menyusun konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi 

undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 

29. menyusun konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi 

peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah 

Agung; 

30. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penyaji; 

31. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peserta; 

32. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung sebagai penyaji; 

33. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung sebagai peserta; 
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34. merevisi konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan yang ada pada saat 

presentasi; 

35. merevisi konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung 

sesuai masukan yang ada pada saat presentasi; 

36. menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat 

putusan Mahkamah Konstitusi; dan 

37. menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah 

Agung; 

c. Analis Pemantauan Ahli Madya, meliputi: 

1. menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang­

undangan; 

2. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan 

dipantau dengan menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang 

terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang 

terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang­

undang; 

3. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan 

perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi; 

4. menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan 

dipantau; 

5. menyusun kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan; 

6. menyusun instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 

7. menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil 

pengumpulan data; 
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8. menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan; 

9. menyusun executive summary hasil kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 

10. menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 

11. menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

infografis; 

12. menelaah teori hukum dan teori lainnya yang terkait dengan materi 

permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah 

Konstitusi; 

13. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis pokok permohonan 

perkara pengujian undang-undang; 

14. menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan konsep 

keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/ atau Dewan Perwakilan 

Daerah; 

15. menyusun perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang; 

16. mengiku ti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai penyaji; 

17. mengikuti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan . 

permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta; 

18. menyusun perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan berupa 

saran/rekomendasi dalam presentasi; 
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19. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan 

Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang­

undang dengan mencatat pokok substansi perkara pengujian undang­

undang dalam persidangan pengujian undang-undang; 

20. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan 

Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang­

undang dengan menyusun laporan proses persidangan pengujian 

undang-undang; 

21. menyusun resume putusan Mahkamah Konstitusi; 

22. menyusun info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi; 

23. menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah 

Konstitusi; 

24. menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah 

Agung; 

25. menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah 

Konstitusi; 

26. menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang dari putusan Mahkamah Agung; 

27. menyusun konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi; 

28. menyusun konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang­

undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung; 

29. menyusun konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi 

undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 

30. menyusun konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi 

peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah 

Agung; 

31. mengiku ti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penyaji; 

32. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peserta; 
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33. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung sebagai penyaji; 

34. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung sebagai peserta; 

35. merevisi konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan yang ada pada saat 

presentasi; dan 

36. Merevisi konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung 

sesuai masukan yang ada pada saat presentasi; 

d. Analis Pemantauan Ahli Utama, meliputi: 

1. menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang­

undangan; 

2. melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan 

perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi; 

3. menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan 

dipantau; 

4. mereviu laporan hasil analisis evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan; 

5. menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan; 

6. menyusun excecutive summary hasil kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 

7. menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 

8. menyusun policy briefhasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan; 
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9. menyusuri bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

infografis; 

10. menyusun konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis pokok permohonan 

perkara pengujian undang-undang; 

11. mengiku ti pemaparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ a tau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta; 

12. memvalidasi perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ a tau Dewan Perwakilan Daerah; 

13. menyusun excecutive summary keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh kuasa 

Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dalam 

persidangan pengujian undang-undang; 

14. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan 

Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang­

undang dengan mencatat pokok substansi perkara pengujian undang­

undang dalam persidangan pengujian undang-undang; 

15. melakukan kegiatan pendampingan kepada kuasa Dewan Perwakilan 

Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang­

undang dengan menyusun laporan proses persidangan pengujian 

undang-undang; 

16. menyusun resume putusan Mahkamah Konstitusi; 

17. menyusun info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi; 

18. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peserta; 

19. mengikuti pemaparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung sebagai peserta; 



- 24 -

20. memvalidasi hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi; 

21. memvalidasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung; 

22. menyusun anotasi perubahan undang-undang akibat putusan 

Mahkamah Konstitusi; 

23. menyusun anotasi perubahan peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung; 

24. menyusun policy brief hasil analisis dan evaluasi undang-undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; dan 

25. menyusun policy brief hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung. 

(2) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing jenjang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini. 

Pasal 13 

( 1) Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pemantauan yang sesuai dengan 

jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (1), maka Analis Pemantauan yang berada satu tingkat 

di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan 

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit 

kerja yang bersangkutan. 

(2) Perolehan Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 

a. Analis Pemantauan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas 

jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% 

(delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan 

Rakyat ini; dan 

b. Analis Pemantauan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah 

jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 

100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat ini. 

(3) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional Analis Pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini. 

Bagian Kelima 

Hasil Kerja 

Pasal 14 

Hasil kerja tugas jabatan Analis Pemantauan sesuai jenjang jabatan, sebagai 

berikut: 

a. Analis Pemantauan Ahli Pertama, meliputi: 

1. laporan telaahan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan; 

2. laporan penelusuran peraturan pelaksanaan yang diamanatkan 

peraturan perundang-undangan; 

3. laporan analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan 

di pan tau; 

4. bahan paparan hasil analisis ringkas peraturan perundang-undangan 

yang akan dipantau; 

5. catatan diskusi; 

6. laporan hasil diskusi; 



7. laporan hasil studi pustaka; 

8. laporan hasil seminar; 

9. laporan hasil survei; 

10. laporan hasil wawancara; 

11. infografis; 
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12. laporan hasil telaahan berkas permohonan perkara pengujian undang­

undang; 

13. laporan hasil inventarisasi undang-undang dan peraturan perundang­

undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam 

permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

14. laporan hasil inventarisasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 

terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diuji dan undang­

undang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan; 

15. laporan hasil inventarisasi keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan 

undang-undang yang diujikan dalam permohonan perkara pengujian 

undang-undang; 

16. laporan hasil inventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang 

diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang; 

17. laporan hasil inventarisasi data informasi dan rekomendasi yang 

diperoleh dalam diskusi dengan pakar; 

18. laporan hasil analisis kedudukan hukum pemohon dalam permohonan 

perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 

19. la po ran hasil telaahan risalah pem bahasan rancangan undang-undang 

terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji; 

20. laporan hasil telaahan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang; 

21. catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam 

persidangan pengujian undang-undang; 
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22. laporan proses persidangan pengujian undang-undang; 

23. resume putusan Mahkamah Konstitusi; 

24. info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi; 

25. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 

26. la po ran hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung; 

27. dokumen himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan tahun 

penetapan putusan Mahkamah Konstitusi; 

28. dokumen himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan bidang 

urusan komisi; 

29. dokumen himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah 

Agung serta berdasarkan tahun penetapan putusan Mahkamah Agung; 

30. dokumen himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah 

Agung serta berdasarkan bidang urusan komisi; 

31. laporan hasil telaahan perubahan dalam undang-undang akibat 

putusan Mahkamah Konstitusi; 

32. laporan hasil telaahan perubahan dalam peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung; 

33. data klasifikasi peraturan perundang-undangan sesuai urusan 

pemerintahan; 

34. data status peraturan perundang-undangan; 

35. data tanggal pengesahan, nomor lembaran nega.ra, dan tambahan 

lembaran negara; 

36. data hasil pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung; 
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37. daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per 

tahun; 

38. laporan jumlah peraturan perundang-undangan per tahun; 

39. berita acara input data pasal dan/ atau ayat undang-undang yang 

dibatalkan Mahkamah Konstitusi atau peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Agung; 

40. berita acara input data perkara ke dalam database perkara; 

41. berita acara input data putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah 

Agung ke dalam database putusan Mahkamah Konstitusi atau 

Mahkamah Agung; dan 

42. berita acara input data undang-undang yang diubah akibat putusan 

Mahkamah Konstitusi atau peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang yang diubah akibat putusan Mahkamah Agung; 

b. Analis Pemantauan Ahli Muda, meliputi: 

1. laporan telaahan pasal-pasal yang terkait peraturan perundang­

undangan lain; 

2. laporan telaahan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait 

dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait 

dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; 

3. catatan diskusi; 

4. kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan; 

5. laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan 

hasil pengumpulan data; 

6. buku; 

7. infografis; 

8. resume hasil pengumpulan data; 

9. laporan hasil analisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan 

peraturan perundang-undangan yang terkait, keterangan Dewan 
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Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah terdahulu, dan/ atau 

putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal dalam 

undang-undang yang dimohonkan; 

10. laporan hasil telaahan teori hukum dan teori lainnya yang terkait dengan 

materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah 

Konstitusi; 

11. laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang­

undang; 

12. laporan hasil telaahan risalah pembahasan rancangan undang-undang 

terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji; 

13. laporan hasil telaahan data dan informasi untuk penyusunan perbaikan 

konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan 

Perwakilan Daerah; 

14. konsep perbaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara 

pengujian undang-undang; 

15. bahan paparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara 

pengujian undang-undang; 

16. la po ran hasil telaahan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang; 

17. konsep perbaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan berupa 

saran/rekomendasi dalam presentasi; 

18. catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam 

persidangan pengujian undang-undang; 

19. laporan proses persidangan pengujian undang-undang; 

20. resume putusan Mahkamah Konstitusi; 

21. info judicial review pu tusan Mahkamah Konstitusi; 
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22. laporan hasil telahaan putusan yang mengabulkan dari putusan 

Mahkamah Konstitusi; 

23. laporan hasil telahaan putusan yang mengabulkan dari putusan 

Mahkamah Agung; 

24. laporan hasil telahaan akibat hukum undang-undang dari putusan 

Mahkamah Konstitusi; 

25. laporan hasil telahaan akibat hukum peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung; 

26. konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi; 

27. konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan 

berdasarkan putusan Mahkamah Agung; 

28. konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi undang-undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 

29. konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung; 

30. bahan paparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 

31. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 

32. bahan paparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah 

Agung; 

33. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung; 

34. konsep hasil revisi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan yang ada pada saat 

presentasi; 
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35. konsep hasil revisi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung 

sesuai masukan yang ada pada saat presentasi; 

36. laporan hasil telaahan perubahan dalam undang-undang akibat 

putusan Mahkamah Konstitusi; dan 

37. laporan hasil telaahan perubahan dalam peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung; 

c. Analis Pemantauan Ahli Madya, meliputi: 

1. laporan rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang­

undangan; 

2. laporan telaahan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait 

dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait 

dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; 

3. catatan diskusi; 

4. rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau; 

5. kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan; 

6. instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pelaksanaan pemantauan 

peraturan perundang-undangan; 

7. laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan 

hasil pengumpulan data; 

8. laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan 

perundang-undangan; 

9. executive summary hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan; 

10. kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan; 

11. infografis; 
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12. laporan hasil telaahan teori hukum dan teori lainnya yang terkait dengan 

materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah 

Konstitusi; 

13. laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang­

undang; 

14. laporan hasil telaahan data dan informasi untuk penyusunan perbaikan 

konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/ atau Dewan 

Perwakilan Daerah; 

1 5. konsep perbaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara 

pengujian undang-undang; 

16. bahan paparan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan / a tau 

Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara 

pengujian undang-undang; 

1 7. laporan hasil telaahan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan / a tau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang; 

18. konsep perbaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 

Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan berupa 

saran/rekomendasi dalam presentasi; 

19. catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam 

persidangan pengujian undang-undang; 

20. laporan proses persidangan pengujian undang-undang; 

21. resume putusan Mahkamah Konstitusi; 

22. info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi; 

23. laporan hasil telahaan putusan yang mengabulkan dari putusan 

Mahkamah Konstitusi; 

24. laporan hasil telahaan putusan yang mengabulkan dari putusan 

Mahkamah Agung; 

25. laporan hasil telahaan akibat hukum undang-undang dari putusan 

Mahkamah Konstitusi; 
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26. laporan hasil telahaan akibat hukum peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung; 

27. konsep analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi; 

28. konsep analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan 

berdasarkan putusan Mahkamah Agung; 

29. konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi undang-undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 

30. konsep paparan hasil konsep analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung; 

31. bahan paparan konsep hasil analisis dan evaluasi undang-undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 

32. laporan hasil telaahan · konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 

33. bahan paparan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah 

Agung; 

34. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung; 

35. konsep hasil revisi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan yang ada pada saat 

presentasi; dan 

36. konsep hasil revisi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung 

sesuai masukan yang ada pada saat presentasi; 

d. Analis Pemantauan Ahli Utama, meliputi: 

1. laporan rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang­

undangan; 

2. catatan diskusi; 

3. rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau; 



I 

- 34 -

4. laporan hasil reviu laporan hasil analisis evaluasi pemantauan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 

5. laporan hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan; 

6. executive summary hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan; 

7. kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan; 

8. policy brief hasil kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan; 

9. infografis; 

10. laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang­

undang; 

11. laporan hasil telaahan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan 

permohonan perkara pengujian undang-undang; 

12. laporan hasil validasi perbaikan konsep keterangan Dewan Perwakilan 

Rakyat dan/ atau Dewan Perwakilan Daerah; 

13. executive summary keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/ atau 

Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh kuasa Dewan 

Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah dalam persidangan 

pengujian undang-undang; 

14. catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam 

persidangan pengujian undang-undang; 

15. laporan proses persidangan pengujian undang-undang; 

16. resume putusan Mahkamah Konstitusi; 

17. info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi; 

18. laporan hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi undang­

undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; 
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19. la po ran hasil telaahan konsep hasil analisis dan evaluasi peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Agung; 

20. laporan hasil validasi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi; 

21.  laporan hasil validasi analisis dan evaluasi peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah 

Agung; 

22. buku anotasi perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah 

Konstitusi; 

23. buku anotasi perubahan peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung; 

24. policy brief hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi; dan 

25. policy brief hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung. 

BAB VI 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 15 

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Analis Pemantauan ditetapkan 

oleh: 

a. Presiden untuk jenjang jabatan fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama, 

pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/ d dan pangkat Pembina 

Utama golongan ruang IV/ e; dan 

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan fungsional Analis 

Pemantauan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a 
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sampai dengan jenjang jabatan fungsional Analis Pemantauan Ahli Madya, 

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV /c. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 

Pasal 16 

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan 

melalui: 

a. pengangkatan pertama; 

b. perpindahan dari jabatan lain; 

c. penyesuaian/ inpassing; dan 

d. promosi. 

Paragraf Kesatu 

Pengangkatan Pertama 

Pasal 17 

( 1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui 

pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu hukum; dan 

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 

terakhir. 

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional 

Analis Pemantauan dari calon PNS. 
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(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai 

PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan. 

(4) Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dinilai dan 

ditetapkan pada saat calon PNS mulai melaksanakan tugas Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan. 

(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat dalam Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti 

dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengkajian 

evaluasi peraturan perundang-undangan. 

(6) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dibuktikan dengan sertifikat. 

(7) Analis Pemantauan yang belum mengiku ti dan/ atau tidak lulus pendidikan 

dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atasnya. 

(8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Rakyat ini. 

Paragraf Kedua 

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain 

Pasal 18 

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui 

perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf 

b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu hukum; 
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e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial 

kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Sekretariat 

Jenderal DPR RI; 

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengkajian 

evaluasi peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun; 

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir; dan 

h. berusia paling tinggi: 

1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan Ahli Pertama dan Analis Pemantauan Ahli Muda; 

2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan Ahli Madya; dan 

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama bagi PNS yang telah 

menduduki jabatan pimpinan tinggi. 

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui perpindahan 

dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan 

kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang 

akan diduduki. 

(3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional 

Analis Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan 

pangkat yang dimilikinya. 

(4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional 

melalui perpindahan dari jabatan lain yaitu sama dengan pangkat yang 

dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah 

Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan 

Angka Kredit. 

(5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
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Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

ini. 

(6) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara 

kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah 

Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat sesuai contoh sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia ini. 

(7) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) 

bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf 

h sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

(8) Penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan paling 

kurang 1 (satu) bulan sebelum batas usia sebagaimaria dipersyaratkan pada 

ayat (1) huruf h.  

(9) Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia ini. 

Pasal 19 

(1) Pejabat fungsional Ahli Utama lain yang serumpun dapat diangkat dalam 

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama melalui perpindahan 

dari jabatan lain dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani; 



- 40 -

d. berijazah paling rendah magister hukum, magister lain di bidang hukum, 

atau bidang ilmu lain yang sesuai dengan bidang tugas J abatan 

Fungsional Analis Pemantauan; 

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial 

kultural; 

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengkajian 

evaluasi peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun; 

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 

terakhir; dan 

h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun. 

(2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan pada jabatan fungsional 

yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri. 

(3) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) 

bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf 

h. 

Paragraf Ketiga 

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/ Inpassing 

Pasal 20 

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Analis Pemantauan melalui 

penyesuaian/ inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. berstatus sebagai PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berijazah paling rendah sarjana; 

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengkajian 

evaluasi peraturan perundang-undangan paling kurang 2 (dua) tahun; 

dan 
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f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalarn 2 (dua) tahun 

terakhir. 

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan 

untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan 

Menteri. 

(3) Angka Kredit untuk penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional 

Analis Pemantauan sebagaimana tercantum dalarn Lampiran VI Peraturan 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) 

kali selama masa penyesuaian / inpassing. 
(5) Pengangkatan melalui penyesuaian/ inpassing ke dalam Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana pada ayat (3), sesuai contoh 

sebagaimana tercantum dalam Larnpiran VII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia ini. 

(6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini berlaku, 

memiliki pengalaman dan/ a tau masih melaksanakan tugas di bidang 

pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan 

keputusan PyB. 

(7) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f dihitung secara 

kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun. 

(8) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing, dihitung 

dalam pembulatan ke bawah yaitu: 

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; 

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 

(satu) tahun; 

c. 2 (dua) tahun sarnpai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 

(dua) tahun; 
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d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 

(tiga) tahun; dan 

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. 

(9) Tata cara pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

melalui penyesuaian/ inpassing ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris 

J enderal Dewan Perwakilan Rakyat. 

( 10) Kepu tusan pengangkatan melalui penyesuaian / inpassing Jab a tan 

Fungsional Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Repu blik Indonesia ini. 

Paragraf Keempat 

Pengangkatan Melalui Promosi 

Pasal 21  

( 1 )  Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui 

promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan 

berdasarkan kriteria: 

a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; 

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan 

nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang 

inovasinya; dan 

c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. 

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui 

promosi dilaksanakan dalam hal: 

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemantauan; 

atau 

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan satu tingkat 

le bih tinggi. 
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(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui 

promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang 

telah disusun oleh Instansi Pembina; 

b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir. 

c. memiliki rekam jejak yang baik; 

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan 

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui 

promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan 

kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. 

(5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan. 

(6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui 

promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

(7) Kepu tusan pengangkatan melalui promosi dalam J abatan Fungsional 

Analis Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Sekretariat J ender al Dewan Perwakilan Rakyat 

Repu blik Indonesia ini. 
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BAB VII 

KOMPETENSI 

Bagian Kesatu 

Standar Kompetensi 

Pasal 22 

( 1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemantauan harus 

memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan; 

(2) Kompetensi Analis Pemantauan meliputi: 

a. kompetensi teknis 

b. kompetensi manajerial; dan 

c. kompetensi sosial kultural. 

(3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Uji Kompetensi 

Pasal 23 

(1) Kompetensi Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (2) dinilai dengan suatu uji kompetensi. 

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 

instansi Pembina. 

(3) Uji kompetensi sebagaimana ayat (2) dilakukan paling kurang 2 (dua) kali 

dalam setah un. 

(4) Uji kompetensi sebagaimana ayat (3) disusun berdasarkan jenjang setiap 

jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan 

dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. 
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Pasal 24 

(1) Dalam setiap penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan Tim Penguji. 

(2) Tim Penguji ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

(3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling 

sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota. 

(4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penguji meliputi: 

a. menduduki pangkat jabatan paling rendah satu tingkat di atas 

pangkat jabatan peserta yang diuji; 

b. memiliki keahlian serta kemampuan di bidang pemantauan peraturan 

perundang-undangan; dan/ atau 

c. memiliki keahlian dan kemampuan dalam melakukan Uji Kompetensi. 

(5) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat menjadi anggota 

Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, anggota Tim 

Penguji dapat berasal dari pejabat dengan pangkat jabatan paling rendah 

setara dengan pangkat jabatan peserta yang diuji. 

(6) Tim Penguji memiliki tugas: 

a. menyusun materi Uji Kompetensi; 

b. melakukan Uji Kompetensi; 

c. mengolah hasil Uji Kompetensi; 

d. melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi; dan 

e. merekomendasikan hasil Uji Kompetensi; 

(7) Dalam hal diperlukan, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki 

kompetensi teknis untuk mendampingi Tim Penguji. 

(8) Tata cara uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan diatur 

lebih lanjut dengan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 
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Bagian Ketiga 

Pengembangan Kompetensi 

Pasal 25 

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis 

Pemantauan diikutsertakan pada pelatihan. 

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan 

penilaian kinerja. 

(3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), dalam bentuk: 

a. pelatihan fungsional; dan 

b. pelatihan teknis bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang­

undangan. 

(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis 

Pemantauan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program 

pengembangan kompetensi lainnya. 

(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

meliputi: 

a. mempertahankan kompetensi sebagai Analis Pemantauan; 

b. seminar; 

c. lokakarya (workshop); dan 

d. konferensi. 

(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta 

pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis 

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan 

oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. 
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BAB VIII 

TATA CARA PELANTIKAN DAN 

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI 

Pasa1 26 

(1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau 

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dapat dilakukan 

kepada Analis Pemantauan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan. 

(3) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional 

Analis Pemantauan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawasan, Jabatan Fungsional, dan Jabatan 

Pim pin an Tinggi. 

BAB IX 

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL 

DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF 

Bagian Kesatu 

Target Angka Kredit Minimal 

Pasal 27 

(1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan untuk setiap jenjang jabatan sebagai 

berikut: 

a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Pemantauan 

Ahli Pertama; 

b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Pemantauan Ahli 

Muda; 
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c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis 

Pemantauan Ahli Madya; dan 

d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Pemantauan Ahli Utama. 

(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak 

berlaku bagi Analis Pemantauan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling 

tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. 

(3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis 

Pemantauan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode. 

(4) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Analis 

Pemantauan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan Angka Kredit tahunan dan 

Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

Bagian Kedua 

Angka Kredit Pemeliharaan 

Pasal 28 

( 1) Analis Pemantauan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang 

jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang 

jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka 

Kredit, paling sedikit: 

a. 10 (sepuluh) untuk Analis Pemantauan Ahli Pertama; 

b. 20 (dua puluh) untuk Analis Pemantauan Ahli Muda; dan 

c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Pemantauan Ahli Madya. 

(2) Analis Pemantauan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari 

jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib 

mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari 

kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi. 
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BAB X 

PENILAIAN KINERJA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 29 

(1) Penilaian kinerja Analis Pemantauan bertujuan untuk menjamin 

objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. 

(2) Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan berdasarkan perencanaan 

kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan 

memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta 

perilaku PNS. 

(3) Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan secara objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali 

dalam setahun. 

(5) Penilaian kinerja Analis Pemantauan pada ayat (4) dilakukan oleh atasan 

langsung. 

Bagian Kedua 

Penilaian Kinerja 

Pasal 30 

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 29 meliputi: 

a. SKP; dan 

b. perilaku kerj a 
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Bagian Ketiga 

SKP 

Paragraf Kesatu 

Umum 

Pasal 3 1  

(1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Analis Pemantauan ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. SKP Analis Pemantauan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan 

dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan 

langsung selaku pejabat penilai; 

b. SKP Analis Pemantauan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit 

kerja yang bersangkutan; dan 

c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Analis Pemantauan diambil 

dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan 

kinerja unit kerja. 

(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa 

target Angka Kredit dan/ atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. 

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang 

bersangku tan. 

(4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, 

penetapan, dan penilaian SKP. 

(5) Hasil penilaian SKP Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 

Legislatif ditetapkan sebagai capaian SKP. 

(6) Analis Pemantauan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai 

dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. 
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Paragraf Kedua 

Penilaian Perilaku 

Pasal 32 

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB XI 

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Bagian Kesatu 

Pengusulan Angka Kredit 

Pasal 33 

( 1) Bahan usulan PAK Analis Pemantauan disampaikan oleh Analis 

Pemantauan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit 

melalui Pimpinan Unit Kerja. 

(2) Bahan usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh 

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

(3) Pengusulan PAK Analis Pemantauan harus melampirkan, antara lain 

dengan: 

a. Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia ini. 



7 

- 52 -

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan, disusun sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dengan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini; 

c. surat pernyataan melakukan kegiatan penanganan perkara pengujian 

undang-undang, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia ini; 

d. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis undang-undang atau 

peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi, disusun sesuai 

dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini; 

e. surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan database peraturan 

perundang-undangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia ini; 

f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini; dan 

g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun sesuai dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 
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Pasal 34 

Usul PAK Analis Pemantauan diajukan oleh: 

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pemantauan 

peraturan perundang-undangan kepada pimpinan Instansi pembina untuk 

Angka Kredit Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif 

Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pemantauan peraturan 

perundang-undangan kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka 

Kredit bagi Analis Pemantauan Ahli Pertama sampai dengan Analis 

Pemantauan Legislatif Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan 

c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada pimpinan Instansi 

Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pemantauan Ahli Pertama sampai 

dengan Analis Pemantauan Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Penilaian Angka Kredit 

Pasal 35  

( 1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan 

oleh tim penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka 

Kredit. 

(2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling tinggi 

150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap 

tahun. 

(3) Dalam melakukan penilaian, tim penilai dapat meminta bukti fisik dan 

laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan. 

,( 
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(4) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, tim penilai wajib memperhatikan 

kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dan tugas fungsi 

unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

yang ditetapkan dalam peta jabatan. 

(5) Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi kepada pejabat penilai SKP yang 

bersangku tan. 

(6) Hasil penilaian Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

(7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut 

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia ini. 

Bagian Ketiga 

Penetapan Angka Kredit 

Pasal 36 

(1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan 

pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Analis Pemantauan diusulkan 

kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam 

PAK. 

(2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh formulir 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia ini. 

(3) Asli PAK Analis Pemantauan disampaikan kepada Kepala Badan 

Kepegawaian Negara, dan salinan disampaikan kepada: 

a. Analis Pemantauan yang bersangkutan; 

b. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
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c. Sekretaris Tim Penilai Analis Pemantauan yang bersangkutan; 

d. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi 

e. instansi pengguna yang bersangkutan; 

f. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan 

g. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

(4) PAK untuk kenaikan pangkat Analis Pemantauan dilakukan 3 (tiga) bulan 

sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling 

lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan 

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling 

lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. 

(5) Hasil PAK Analis Pemantauan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Pemantauan. 

Pasal 37 

( 1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan, yaitu: 

a. pimpinan Instansi Pembina untuk menetapkan Angka Kredit Analis 

Pemantauan Ahli Utama; dan 

b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pemantauan 

peraturan perundang-undangan pada Instansi Pembina untuk 

menetapkan Angka Kredit Analis Pemantauan Ahli Pertama sampai 

dengan Analis Pemantauan Ahli Madya. 

(2) Apabila pejabat yang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit 

sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit dapat ditetapkan 

oleh atasan pejabat penetap Angka Kredit. 

(3) Dalam hal melakukan Penetapan Angka Kredit, pejabat penetap Angka 

Kredit dibantu oleh Tim Penilai. 
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BAB XII 

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS 

Bagian Kesatu 

Tim Penilai 

Pasal 38 

(1) Tim Penilai berkedudukan di Instansi Pembina. 

(2) Tim Penilai yaitu tim penilai untuk angka kredit bagi Analis Pemantauan 

Ahli Pertama sampai dengan Analis Pemantauan Ahli Utama di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia. 

(3) Tim Penilai memiliki tugas : 

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat 

penilai; 

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas 

jabatan; 

c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/ atau jenjang jabatan; 

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi; 

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas 

jabatan; 

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan 

g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam pengembangan: 

PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, 

mutasi, serta keikutsertaan Analis Pemantauan dalam pendidikan dan 

pelatihan. 

(4) Dalam melakukan penilaian, tim penilai dapat meminta bukti fisik dan 

laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan. 

(5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, tim penilai wajib 

memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Analis 
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Pemantauan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan yang ditetapkan dalam peta jabatan. 

(6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap 

pejabat penilai yang bersangkutan 

(7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 

(enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul 

penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa. 

(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat 

mengajukan usul pengganti anggota. 

(9) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi 

. dari Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif maka, 

Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai 

kompetensi dalam penilaian kinerja Analis Pemantauan Peraturan 

Perundang-U ndangan Legislatif. 

( 10) Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai 

dengan ketentuan Instansi Pembina. 

Pasal 39 

( 1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas pejabat 

yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pemantauan peraturan 

perundang-undangan, unsur kepegawaian dan organisasi, serta Analis 

Pemantauan. 

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai J abatan Fungsional Analis 

Pemantauan sebagai berikut: 

a. seorang ketua merangkap anggota; 

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan 

c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota. 

(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan berjumlah ganjil. 
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(4) Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau 

Analis Pemantauan Ahli Madya. 

(5) Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari unsur 

kepegawaian pada instansi masing-masing. 

(6) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling kurang 2 (dua) orang dari Analis 

Pemantauan. 

(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan, yaitu: 

a. menduduki pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi dari pangkat 

atau jabatan Analis Pemantauan yang dinilai; 

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan; dan 

c. aktif melakukan penilaian kinerja. 

(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi 

dari Analis Pemantauan, maka anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional 

Analis Pemantauan dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki 

kompetensi untuk menilai kinerja Analis Pemantauan. 

(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional 

Analis Pemantauan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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Bagian Kedua 

Tim Teknis 

Pasal 40 

(1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS 

atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang 

diperlukan. 

(2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua 

Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas 

kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian 

tertentu. 

(3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat 

kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian 

tertentu. 

Pasal 41 

Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dan tata cara 

penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan diatur dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

BAB XIII 

KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN DAN 

KEBUTUHAN ANGKA KREDIT 

Bagian Kesatu 

Kenaikan Pangkat 

Pasal 42 

( 1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit 

telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan. 
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(2) Angka Kredit Kurnulatif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan 

Hasil Kerja Minimal setiap periode. 

(3) Jurnlah Angka Kredit Kurnulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan 

pangkat dan/ atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Pernantauan, 

sebagai berikut: 

a. Analis Pernantauan dengan pendidikan sarJana sebagairnana 

tercanturn dalarn Larnpiran XX yang rnerupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat ini; 

b. Analis Pernantauan dengan pendidikan rnagister sebagairnana 

tercanturn dalarn Larnpiran XXI yang rnerupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat ini; dan 

c. Analis Pernantauan dengan pendidikan doktor sebagairnana tercanturn 

dalarn Larnpiran XXII yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini. 

(4) Persyaratan dan rnekanisrne kenaikan pangkat Jabatan Fungsional 

Analis Pernantauan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Kenaikan pangkat sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 

dengan rnernperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan. 

Pasal 43 

(1) Kenaikan pangkat bagi Analis Pernantauan dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta rnernpertirnbangkan: 

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalarn pangkat terakhir; 

b. rnernenuhi Angka Kredit Kurnulatif yang ditentukan untuk kenaikan 

pangkat setingkat lebih tinggi; 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 

dalarn 2 (dua) tahun terakhir; dan 
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d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal (HKM). 

(2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Pemantauan Ahli 

Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c untuk 

menjadi Analis Pemantauan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, 

golongan ruang IV/ d sampai dengan Analis Pemantauan Ahli Utama, 

pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e, ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan 

Kepegawaian Negara. 

(3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Pemantauan Ahli 

Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV /b untuk menjadi 

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c ditetapkan oleh 

Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat 

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

(4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Pemantauan Ahli 

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi 

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk 

menjadi Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, 

golongan ruang IV /b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina 

Kepegawaian yang bersangku tan setelah mendapat persetujuan teknis 

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan 

Kepegawaian Negara. 

(5) Kenaikan pangkat bagi Analis Pemantauan dalam jenjang jabatan yang 

lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah 

ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sesuai contoh sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia ini. 

(6) Analis Pemantauan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit 

yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan 

Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat 
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berikutnya dalam satu jenjang jabatan sesuai contoh sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ini. 

(7) Analis Pemantauan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit 

yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam 

jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak 

dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sesuai contoh 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ini. 

Pasal 44 

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (1), Analis Pemantauan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, 

meliputi: 

a. pengajar /pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengkajian 

evaluasi peraturan perundang-undangan; 

b. keanggotaan dalam tim penilai; 

c. perolehan penghargaan/tanda jasa; 

d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan 

Fungsional Analis Pemantauan; atau 

e. perolehan gelar /ijazah lain. 

(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diberikan kumulatif 

Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Indonesia ini. 

(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu 

kali kenaikan pangkat. 
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(4) Penilaian Capaian Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ini. 

Bagian Kedua 

Kenaikan Jab a tan 

Pasal 45 

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan satu tingkat lebih 

tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XX sampai dengan Lampiran XX.II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat ini. 

(2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan 

lowongan kebutuhan jabatan. 

(3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Pemantauan yang akan dinaikkan 

jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi 

dan persyaratan lain. 

(4) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 46 

(1) Kenaikan jabatan bagi Analis Pemantauan dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan: 

a. ketersediaan kebutuhan jabatan; 

b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 

c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan 

jabatan setingkat lebih tinggi; 
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d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) 

tahun terakhir; 

e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan 

f. memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh 

lnstansi Pembina. 

(2) Kenaikan jabatan dari Analis Pemantauan Ahli Madya menjadi Analis 

Pemantauan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat 

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

(3) Kenaikan jabatan dari Analis Pemantauan Ahli Pertama sampai dengan 

menjadi Analis Pemantauan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian. 

(4) Analis Pemantauan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih 

tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar O (nol). 

(5) Analis Pemantauan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang 

ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka 

Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan 

berikutnya. 

(6) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

Pasal 47 

(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33, Analis Pemantauan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan 

profesi. 

(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal di bidang hukum; 

b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengkajian evaluasi 

peraturan perundang-undangan; 
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c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pengkajian 

evaluasi peraturan perundang-undangan; 

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pengkajian evaluasi 

peraturan perundang-undangan; dan 

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pengkajian evaluasi 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia ini. 

(4) Analis Pemantauan yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analis 

Pemantauan Ahli Madya dan Ahli Utama wajib melaksanakan kegiatan 

pengembangan profesi dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebagai 

berikut: 

a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Analis Pemantauan Ahli Muda yang akan naik 

jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemantauan Ahli Madya; 

b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Analis Pemantauan Ahli Madya yang 

akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemantauan Ahli 

Utama. 

(5) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan 

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari 

perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya. 

(6) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut 

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

Pasal 48 

(1) Analis Pemantauan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya 

ilmiah di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan, 

diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit 

yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh 

persen) bagi penulis pembantu; 

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit 

yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 

25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; 

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit 

yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 

20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan 

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan 

penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi 

yang sama untuk setiap penulis. 

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 

banyak 3 (tiga) orang. 

Bagian Ketiga 

Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan Pangkat/Jabatan 

Pasal 49 

(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi 

Analis Pemantauan, yaitu: 

a. Analis Pemantauan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/ a, 

yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata 

Muda Tingkat I, golongan ruang 111/b, membutuhkan Angka Kredit paling 

sedikit 50 (lima puluh); 

b. Analis Pemantauan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan 

ruang 111/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi 

pangkat Penata, golongan ruang III/ c, membutuhkan Angka Kredit paling 

sedikit 50 (lima puluh); 

c. Analis Pemantauan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/ c, 

yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata 
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Tingkat I, golongan ruang III/ d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 

100 (seratus); 

d. Analis Pemantauan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 

III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat 

Pembina, golongan ruang IV/ a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 

100 (seratus); 

e. Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a, 

yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina 

Tingkat I, golongan ruang IV /b, membutuhkan Angka Kredit paling 

sedikit 150 (seratus lima puluh); 

f. Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan 

ruang IV /b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi 

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c, membutuhkan 

Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); 

g. Analis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 

ruang IV / c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi 

pangkat Pembina Utama Mad ya, golongan ruang IV/ d, membutuhkan 

Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus); dan 

h. Analis Pemantauan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, 

golongan ruang IV/ d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi 

menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e, membutuhkan 

Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus); 

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Analis Pemantauan, yaitu: 

a. Analis Pemantauan Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih 

tinggi menjadi Analis Pemantauan Ahli Muda, membutuhkan jumlah 

Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah 

kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. 

b. Analis Pemantauan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih 

tinggi menjadi Analis Pemantauan Ahli Madya, membutuhkan jumlah 

Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah 
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kebutuhan Angka Kredit dalam JenJang jabatannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dan huruf d. 

(3) Analis Pemantauan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi 

menjadi Analis Pemantauan Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka 

Kredit paling sedikit 500 (lima ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan 

Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e, huruf f dan huruf g. 

BAB XIV 

PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 50 

( 1) Analis Pemantauan memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan 

dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian 

kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan. 

(2) Pengembangan kompetensi bagi Analis Pemantauan dilakukan paling 

sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Analis 

Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif antara lain berupa: 

a. pelatihan fungsional; dan 

b. pelatihan teknis bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang­

undangan. 

(4) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan/atau 

pertimbangan dari Tim Penilai. 

(5) Selain pelatihan, Analis Pemantauan dapat mengembangkan 

kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait 

bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. 

(6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat berupa kegiatan: 
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a. mempertahankan keahlian sebagai Analis Pemantauan Peraturan 

Perundang-Undangan Legislatif; 

b. seminar; 

c. lokakarya; 

d. konferensi; a tau 

e. studi banding. 

(7) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi dan 

penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Pemantauan 

ditetapkan oleh Instansi Pembina. 

BAB XV 

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

ANALIS PEMANTAUAN 

Pasal 51 

(1) Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan disusun 

berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung beban kerja 

organisasi. 

(2) Penetapan Kebutuhan PNS Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) 

Tahun, yang disajikan dalam bentuk perencanaan Kebutuhan PNS dalam 

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan tahunan. 

(3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional 

Analis Pemantauan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi 

Pengguna Jabatan Fungsional Analis Pemantauan harus melakukan 

perhitungan lowongan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan. 

(4) Lowongan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara 

perencanaan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis 
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Pemantauan tahunan dengan jumlah Analis Pemantauan yang tersedia 

pada tahun yang dihitung. 

(5) Jumlah Analis Pemantauan yang tersedia pada tahun yang dihitung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan 

mempertimbangkan jumlah Analis Pemantauan yang akan naik jabatan, 

naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung. 

(6) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari: 

a. jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan; 

b. jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan; dan 

c. jumlah putusan pengujian peraturan perundang-undangan. 

(7) Jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi: 

a. Undang-undang yang telah ditetapkan minimal telah 2 tahun 

ditetapkan; 

b. Undang-undang yang telah ditetapkan dalam prolegnas baik long list 
maupun prioritas tahun berjalan. 

c. Undang-undang yang akan dipantau atau akan ditinjau berdasarkan 

permintaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; atau 

d. peraturan pelaksanaan undang-undang yang telah diterbitkan 

pemerintah. 

(8) Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi; 

a. permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 

yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. 

b. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang yang diajukan kepada 

Mahkamah Agung. 

(9) Jumlah putusan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi: 



- 7 1  -

c. Putusan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di 

Mahkamah Konstitusi. 

d. Putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang­

undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung. 

( lO)Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia selaku pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan 

dari Menteri. 

(1 l)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan berdasarkan 

Peraturan ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan 

kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan ditetapkan. 

BAB XVI 

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI 

Bagian Kesatu 

Pemberhentian 

Pasal 52 

(1) Analis Pemantauan diberhentikan dari jabatannya, apabila: 

a. mengundurkan diri dari J abatan; 

b. diberhentikan sementara sebagai PNS; 

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau 

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 

dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin 

untuk melaksanakan tugas Jabatan Analis Pemantauan. 
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(3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal: 

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk 

menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemantauan; atau 

b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan. 

(4) Terhadap Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 

dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat 

yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. 

(5) Tata cara pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(6) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan Kembali 

Pasal 53 

( 1 )  Analis Pemantauan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e 

dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila 

tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan. 

(2) Analis Pemantauan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam 

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan apabila telah diangkat kembali 

sebagai PNS. 

(3) Analis Pemantauan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 1 )  huruf c, dapat diangkat kembali dalam 
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Jabatan Analis Pemantauan apabila telah selesai menjalani cuti di luar 

tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS. 

(4) Analis Pemantauan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam 

Jabatan Fungsional Analis Pemantauan apabila telah selesai menjalani 

tugas belajar. 

(5) Analis Pemantauan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan 

pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 

1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang 

didudukinya, setelah mengiku ti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia 

kebutuhan. 

(6) Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan 

huruf f tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan. 

(7) Analis Pemantauan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (5), 

dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

paling tinggi berusia: 

a. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Analis Pemantauan Ahli Pertama dan 

Analis Pemantauan Ahli Muda; dan 

b. 57 {lima puluh tujuh) tahun bagi Analis Pemantauan Ahli Madya dan 

Analis Pemantauan Ahli Utama. 

(8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 

Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka 

Kredit pelaksanaan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan 

perundang-undangan selama diberhentikan. 

(9) Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan dengan ketentuan 

pengajuan usulan sudah diterima oleh PPK masing-masing paling kurang 6 

(enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir. 
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(10) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis 

Pemantauan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 54 

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini akan ditetapkan lebih lanjut 

oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 55 

Penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan harus 

selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 10 Juni 2022. 

Pasal 56 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini 

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 10 Desember 2020 

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR ✓, 
NIP. 1996 1 1 14199703 100 1 ?-' 
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Menyusun rencana pemantauan 
peraturan perundang-undangan. 

Menginventarisasi peraturan 
perundang-undangan yang akan 
dipantau, dengan: 

a. Menelaah pasal-pasal dalam 
peraturan perundang-
undangan yang 
mengamanatkan peraturan 
pelaksanaan. 

b. Menelaah pasal-pasal yang 
terkait peraturan perundang-
undangan lain. 

C. Menelusuri peraturan 
pelaksanaan yang diamanatkan 

/, "\ ''i, 1 ·�· ·  ANOKA PELAKSANA 
KODE I' SATUAN HASIL II " l,;f KREDIT KEGIATAN 
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001  Laporan rencana 2 , 1 7  Ahli Madya 
pemantauan peraturan 2,89 Ahli Utama perundang-undangan. 

002 Laporan telaahan pasal- 0,62 Ahli Pertama 
pasal dalam peraturan 
perundang-undangan yang 
mengamanatkan peraturan 
pelaksanaan 

003 Laporan telaahan pasal- 1 ,3 1  Ahli Muda 
pasal yang terkait 
peraturan perundang-
undangan lain 

004 Laporan penelusuran 0,66 Ahli Pertama 
peraturan pelaksanaan 
yang diamanatkan 
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peraturan perundang- peraturan perundang-
undangan. undangan 

d. Menelaah hasil putusan 005 Laporan telaahan hasil 0,63 Ahli Muda 
Mahkamah Konstitusi yang putusan Mahkamah 
terkait dengan undang-undang Konstitusi yang terkait 
dan pu tusan Mahkamah Agung dengan undang-undang 0,94 Ahli Madya 
yang terkait dengan peraturan dan putusan Mahkamah 
perundang-undangan di bawah Agung yang terkait dengan 
undang-undang. peraturan perundang-

undangan di bawah 
undang-undang. 

3 Menyusun analisis ringkas 006 Laporan analisis ringkas 0,49 Ahli Pertama 
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-
yang akan dipantau. undangan yang akan 

dipantau. 

4 Melakukan diskusi hasil analisis 
ringkas terkait peraturan 
perundang-undangan yang akan 
dipantau, sebagai: 

a. Penyaji 007 Bahan paparan hasil 0,40 Ahli Pertama 
analisis ringkas peraturan 
perundan g -undangan yang 
akan dipantau. 

b. Peserta diskusi 008 Catatan Diskusi 0,30 Ahli Pertama 

0,60 Ahli Muda 

0,89 Ahli Madya 

/ 
t 
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1 ,  1 9  Ahli Utama 

5 Menyusun rekomendasi peraturan 009 Rekomendasi peraturan 1 ,58 Ahli Madya 
perundang-undangan yang akan perundang-undangan yang 2 ,  1 1  Ahli Utama 
dipantau. akan dipantau. 

B Pelaksanaan 6 Menyusun Kerangka Acuan kajian 0 10 Kerangka Acuan kajian 0,60 Ahli Muda 
Pemantauan evaluasi pemantauan peraturan evaluasi pemantauan 0,90 Ahli Madya 
Peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-
Perun dang- undangan. 
undangan 7 Menyusun instrumen pengumpulan 0 1 1  Instrumen pengumpulan 1 ,94 Ahli Madya 

data kajian evaluasi pemantauan data kajian evaluasi 
peraturan perundang-undangan. pemantauan peraturan 

perundang-undangan. 

8 Men gin ven tarisasi data kajian 
evaluasi pemantauan peraturan 
perundang-undangan yang 
diperoleh dari: 

a. Hasil diskusi 0 12 Laporan hasil diskusi 0 ,2 1 Ahli Pertama 

b .  Hasil studi pustaka 0 13 Laporan hasil studi pustaka 0,2 1 Ahli Pertama 

C. Hasil seminar 0 14 Laporan hasil seminar 0 , 2 1  Ahli Pertama 

d. Hasil survei 0 1 5 Laporan hasil survei 0 ,23 Ahli Pertama 

e .  Hasil wawancara 0 1 6  Laporan hasil wawancara 0,25 Ahli Pertama 

9 Menganalisis peraturan perundang- 0 1 7  Laporan hasil analisis 0,6 1 Ahli Muda 
undangan yang terkait dengan peraturan perundang- 0,92 Ahli Madya 
peraturan perundang-undangan undangan yang terkait 

dengan oeraturan 

;( 
/ 
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN 

1 2 3 4 

yang dipantau berdasarkan hasil 
pengumpulan data. 

1 0  Mereview laporan hasil analisis 
evaluasi pemantauan peraturan 
perundang-undangan. 

1 1  Menyusun laporan hasil kajian 
evaluasi pemantauan peraturan 
perundang-undangan. 

1 2  Menyusun excecutive summary hasil 
kajian evaluasi pemantauan 
peraturan perundang-undangan. 

1 3  Menyusun kajian singkat hasil 
kajian evaluasi pemantauan 
peraturan perundang-undangan. 

1 4  Menyusun policy brief hasil kajian 
evaluasi pemantauan peraturan 
perundang-undangan. 

1 5  Menyusun bahan publikasi hasil 
kaiian evaluasi pemantauan 

/ 

KODE SATUAN HASIL 

5 6 

perundang-undangan yang 
dipantau berdasarkan hasil 
pengumpulan data. 

0 1 8  Laporan hasil review 
laporan hasil analisis 
evaluasi pemantauan 
peraturan perundang-
undangan. 

0 19 Laporan hasil kajian 
evaluasi pemantauan 
peraturan perundang-
undangan. 

020 Executive Summary hasil 
kajian evaluasi 
pemantauan peraturan 
perundang-undangan. 

02 1 Kajian Singkat hasil kajian 
evaluasi pemantauan 
peraturan perundang-
undangan. 

022 Policy brief hasil kajian 
evaluasi pemantauan 
peraturan perundang-
undangan. 

ANGKA 
KREDIT 

7 

2 , 2 1  

1 ,75 

2,33 

1 ,75 

2,33 

1 ,78 

2,37 

4, 19 

r"J..lf"•"· .• 

:� PE SANA 
KEGIATAN 

8 

Ahli Utama 

Ahli Madya 

Ahli Utama 

Ahli Madya 

Ahli Utama 

Ahli Madya 

Ahli Utama 

Ahli Utama 

t; 
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KREDIT KEGIATAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

peraturan perundang-undangan, 
dalam bentuk: 

a. Buku 023 Buku 0,64 Ahli Muda 

b.  Infografis 024 Infografis 0,26 Ahli Pertama 

0 , 5 1  Ahli Muda 

0,77 Ahli Madya 

1 ,03 Ahli Utama 

2.  Penanganan A Persiapan 16  Menelaah berkas permohonan 025 Laporan hasil telaahan 0 ,26 Ahli Pertama 
Perkara dan Analisis perkara pengujian undang-undang. berkas permohonan 
Penguj ian Penanganan perkara pengujian undang-
undang- Perkara undang. 
undang Pengujian 1 7  M enginven tarisasi undang-undang 026 Laporan hasil inventarisasi 0,30 Ahli Pertama 

undang-
undang dan peraturan perundang- undang-undang dan 

undangan terkait dengan undang- peraturan perundang-
undang yang diajukan <la.lam undangan terkait dengan 
permohonan perkara penguJ1an undang-undang yang 
undang-undang terhadap Undang- diajukan dalam 
Undang Dasar Negara Republik permohonan perkara 
Indonesia Tahun 1 945. penguJ1an undang-undang 

terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1 945. 

1 8  Menginventarisasi Putusan-Putusan 027 Laporan hasil inventarisasi 0,39 Ahli Pertama 
Mahkamah Konstitusi terdahulu Putusan-Putusan 
yang terkait dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi 
yang diuii dan undang-undane: terdahulu yang terkait 

# 

17' 
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KODE SATUAN HASIL ANGKA PEKANA 
KREDIT KEGIATAN 

-· 
1 2 3 4 5 6 7 8 

lainnya yang terkait dengan dengan undang-undang 
undang-undang yang diujikan. yang diuji dan undang-

undang lainnya yang terkait 
dengan undang-undang 
yang diujikan. 

1 9  M enginven tarisasi Keterangan 028 Laporan hasil inventarisasi 0,39 Ahli Pertama 
Dewan Perwakilan Rakyat dan/ atau Keterangan Dewan 
Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Rakyat 
terdahulu yang terkait dengan dan/atau Dewan 
undang-undang yang diujikan Perwakilan Daerah 
dalam perm oho nan perkara terdahulu yang terkait 
pengujian undang-undang. dengan undang-undang 

yang diujikan dalam 
permohonan perkara 
pengujian undang-undang. 

20 Menginventarisasi risalah 029 Laporan hasil inventarisasi 0,45 Ahli Pertama 
pembahasan undang-undang yang risalah pembahasan 
diuji dalam permohonan perkara undang-undang yang diuji 
pengujian undang-undang. dalam permohonan perkara 

pengujian undang-undang. 

2 1  Menyusun resume hasil 030 Resume hasil pengumpulan 0,57 Ahli Muda 
pengumpulan data. data. 

22 Menganalisis keterkaitan antar 03 1 Laporan Hasil Analisis 1 ,06 Ahli Muda 
pasal undang-undang dengan keterkaitan antar pasal 
peraturan perundang-undangan undang-undang dengan 
yang terkait, dan/ atau keterangan peraturan perundang-
Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan undangan yang terkait, 
Perwakilan Daerah terdahulu, dan/atau keterangan 

/ ,,(; 
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-
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Putusan Mahkamah Konstitusi Dewan Perwak.ilan Rakyat 
terdahulu terhadap pasal-pasal / Dewan Perwakilan Daer ah 
undang-undang yang dimohonkan. terdahulu, Putusan 

Mahkamah Konstitusi 
terdahulu terhadap pasal-
pasal undang-undang yang 
dimohonkan. 

23 Menelaah teori hukum dan teori- 032 Laporan Hasil Telaahan 1 , 0 1  Ahli Muda 
teori lainnya yang terkait dengan teori h ukum dan teori-teori 
materi permohonan perkara lainnya yang terkait dengan 
pengu31an undang-undang di materi permohonan perkara 1 , 5 1  Ahli Madya 
Mahkamah Konstitusi. penguJ1an undang-undang 

di Mahkamah Konstitusi. 

24 Menginventarisasi data informasi 033 Laporan hasil inventarisasi 0,34 Ahli Pertama 
dan rekomendasi yang diperoleh data informasi dan 
dalam diskusi dengan pakar. rekomendasi yang diperoleh 

dalam diskusi dengan 
pakar. 

B Penyusunan 25 Menyusun Draft Keterangan Dewan 
dan Perwak.ilan Rakyat dan/ atau Dewan 
Perbaikan Perwakilan Daerah, dengan: 
Draft a. menganalisis kedudukan 034 Laporan hasil analisis 0 ,3 1 Ahli Pertama 
Penanganan 
Perkara hukum pemohon dalam kedudukan hukum 

Pengujian permohonan perkara pengujian pemohon dalam 

undang- undang-undang di Mahkamah permohonan perkara 

undang Konstitusi. pengu31an undan g -undang 
di Mahkamah Konstitusi. 

b. 035 0,66 Ahli Muda 

� 

� 
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KREDIT KEGIATAN 

. .  
1 2 3 4 5 6 7 8 

menganalisis pokok Laporan hasil analisis 0,99 Ahli Madya 
permohonan perkara pengujian pokok permohonan perkara 1 ,32 Ahli Utama 
undang-undang. pengujian undang-undang. 

C. menelaah risalah pembahasan 036 Laporan hasil telaahan 0,56 Ahli Pertama 
rancangan undang-undang risalah pembahasan 1 , 1 1  Ahli Muda 
terkait pasal-pasal dalam rancangan undang-undang 
undang-undang yang diuji. terkait pasal-pasal dalam 

undang-undang yang diuji. 

26 Menelaah data dan informasi untuk 037 Laporan hasil telaahan data 0,86 Ahli Muda 
penyusunan perbaikan Draft dan informasi untuk 1 ,29 Ahli Madya 
Keterangan Dewan Perwakilan penyusunan perbaikan 
Rakyat dan/ atau Dewan Perwakilan Draft Keterangan Dewan 
Daerah. Perwakilan Rakyat 

dan/ atau Dewan 
Perwakilan Daerah. 

27 Menyusun perbaikan Draft 038 Draft perbaikan Keterangan 0,9 1 Ahli Muda 
Keterangan Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat 1 ,36 Ahli Madya 
Rakyat dan/ atau Dewan Perwakilan dan/ atau Dewan 
Daerah berdasarkan perbaikan Perwal<ilan Daerah 
permohonan perkara penguJ1an berdasarkan perbaikan 
undang-undang. permohonan perkara 

pengujian undang-undang. 

28 Mengikuti pemaparan Draft 
Keterangan Dewan Perwakilan 
Ral<:yat dan/ atau Dewan Perwakilan 
Daerah berdasarkan perbaikan 
permohonan perkara penguJ1an 
undang-undang, sebagai: 

/ 
Q 
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a. Penyaji  039 Bahan Paparan Draft 0,39 Ahli Muda 
Keterangan Dewan 

0,58 Ahli Madya Perwakilan Rakyat 
dan/ atau Dewan 
Perwakilan Daerah 
berdasarkan perbaikan 
permohonan perkara 
pengujian undang-undang. 

b. Peserta 040 Laporan Hasil Telaahan 0 , 1 5  Ahli Pertama 
Draft Keterangan Dewan 

0,30 Ahli Muda Perwakilan Rakyat 
dan/ atau Dewan 0,46 Ahli Madya 
Perwakilan Daerah 

0,6 1 Ahli Utama berdasarkan perbaikan 
permohonan perkara 
pengujian undang-undang. 

29 Menyusun perbaikan Draft 041 Draft perbaikan Keterangan 0,32 Ahli Muda 
Keterangan Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat 

0,48 Ahli Madya Rakyat dan/ atau Dewan Perwakilan dan/ atau Dewan 
Daerah berdasarkan masukan Perwakilan Daerah 
(saran/ rekomendasi) dalam berdasarkan masukan 
presentasi. (saran/ rekomendasi) dalam 

presentasi. 

30 Memvalidasi perbaikan Draft 042 Laporan Hasil Validasi 2 ,40 Ahli Utama 
Keterangan Dewan Perwakilan perbaikan Draft Keterangan 
Rakyat dan/ atau Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. dan/ atau Dewan 

Perwakilan Daerah. 

� 

" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 1  Menyusun excecutive summary 043 Executive Summary 2 ,08 Ahli Utama 
Keterangan Dewan Perwakilan Keterangan Dewan 
Rakyat dan/ atau Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat 
Daerah untuk dibacakan oleh Kuasa dan/atau Dewan 
Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah untuk 
Perwakilan Daerah dalam dibacakan oleh Kuasa 
persidangan pengujian undang- Dewan Perwakilan 
undang. Rakyat/Dewan Perwakilan 

Daerah dalam persidangan 
pengujian undang-undang. 

32 Melakukan kegiatan pendampingan 
kepada Kuasa Dewan Perwakilan 
Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah 
di persidangan pengujian undang-
undang, dengan: 

a. Mencatat pokok-pokok 044 Catatan substansi perkara 0 , 1 3  Ahli Pertama 
substansi perkara pengujian pengujian undang-undang 

0,25 Ahli Muda undang-undang dalam dalam persidangan 
persidangan pengujian undang- pengujian undang-undang. 0,38 Ahli Madya 
undang. 

0,50 Ahli Utama 

b .  Menyusun laporan proses 045 Laporan proses 0,22 Ahli Pertama 
persidangan pengujian undang- persidangan pengujian 

0,43 Ahli Muda 
undang. undang-undang. 

0,65 Ahli Madya 

0,87 Ahli Utama 

33 046 0,43 Ahli Pertama 

J 

11" 
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Menyusun resume Putusan 
Mahkamah Konstitusi. 

34 Menyusun Info Judicial Review 

Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Analisis A Penyusunan 35 Menelaah putusan yang 
undang- draft mengabulkan dari putusan 
undang/per Analisis Mahkamah Konstitusi. 
aturan undang-
perundang- undang/ 

36 Menelaah putusan yang undangan peraturan 
berdasarkan perundang- mengabulkan dari putusan 

uji materi undangan Mahkamah Agung. 

berdasarkan 
uji materi 37 Menelaah akibat hukum undang-

undang dari putusan Mahkamah 
Konstitusi. 

38 Menelaah akibat hukum peraturan 
perundang-undangan di bawah 
undang-undang dari putusan 

. ' Mahkamah Agung. .-

,; 

KODE SATUAN HASIL 

5 6 

Resume Putusan 
Mahkamah Konstitusi. 

047 Info Judicial Review 
Putusan Mahkamah 
Konstitusi. 

048 Laporan Hasil Telahaan 
putusan yang mengabulkan 
dari putusan Mahkamah 
Konstitusi. 

049 Laporan Hasil Telahaan 
putusan yang mengabulkan 
dari putusan Mahkamah 
Agung. 

050 Laporan Hasil Telahaan 
akibat hukum undang-
undang dari putusan 
Mahkamah Konstitusi. 

05 1 Laporan Hasil Telahaan 
akibat hukum peraturan 
perundang-undangan di 
bawah undang-undang dari 
pu tusan Mahkamah Agung. 

ANGKA 
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1 ,30 

1 ,74 

0,42 

0,84 

1 ,26 

1 ,69 

0 ,5 1 

0,76 

0,47 

0,70 

1 ,26 

1 ,89 

0 ,78 

1 , 18 
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Ahli Muda 

Ahli Madya 

Ahli Utama 

Ahli Pertama 

Ahli Muda 

Ahli Madya 

Ahli Utama 

Ahli Muda 

Ahli Madya 

Ahli Muda 

Ahli Madya 

Ahli Muda 

Ahli Madya 

Ahli Muda 

Ahli Madya 
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39 Menyusun draft analisis dan 052 Draft Analisis dan Evaluasi 1 , 3 1  Ahli Muda 
evaluasi undang-undang undang-undang 1 ,97 Ahli Madya 
berdasarkan Putusan Mahkamah berdasarkan Putusan 
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. 

40 Menyusun draft analisis dan 053 Draft Analisis dan Evaluasi 0,95 Ahli Muda 
evaluasi peraturan perundang- Peraturan Perundang- 1 ,42 Ahli Madya undangan berdasarkan Putusan undangan berdasarkan 
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung. 

4 1  Menyusun konsep paparan hasil 054 Konsep Paparan hasil draft 0,37 Ahli Muda 
draft analisis dan evaluasi undang- analisis dan evaluasi 0,56 Ahli Madya 
undang berdasarkan Putusan undang-undang 
Mahkamah Konstitusi. berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi. 

42 Menyusun konsep paparan hasil 055 Konsep Paparan hasil draft 0,30 Ahli Muda 
draft analisis dan evaluasi peraturan analisis dan evaluasi 0,44 Ahli Madya perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-
Putusan Mahkamah Agung. undangan berdasar kan 

Putusan Mahkamah Agung. 

43 Mengikuti pemaparan draft hasil 
analisis dan evaluasi undang-
undang berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi, sebagai: 

a. Penyaji 056 Bahan Paparan draft hasil 0,44 Ahli Muda 
analisis dan evaluasi 0,67 Ahli Madya undang-undang 
berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi. 

7 
j/ 
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b. Peserta 057 

Mengikuti pemaparan draft hasil 
analisis dan evaluasi peraturan 
perundang-undangan di bawah 
undang-undang berdasarkan 
Pu tusan Mahkamah Agung, sebagai: 

a. Penyaji 058 

b .  Peserta 059 

Merevisi draft analisis dan evaluasi 060 
undang-undang berdasar kan 
Putusan Mahkamah Konstitusi 

A � 

SATUAN HASIL ANGKA PE.ANA 
KREDIT KEGIATAN 

6 7 8 

Laporan Hasil Telaahan 0 , 1 4  Ahli Pertama 
draft hasil analisis dan 0,28 Ahli Muda evaluasi undang-undang 
berdasarkan Putusan 0,42 Ahli Madya 
Mahkamah Konstitusi. 0 ,57 Ahli Utama 

Bahan Paparan draft hasil 1 ,  12  Ahli Muda 
analisis dan evaluasi 1 ,69 Ahli Madya peraturan perundang-
undangan di bawah 
undang-undang 
berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung. 

Laporan Hasil Telaahan 0,2 1 Ahli Pertama 
draft hasil analisis dan 0,42 Ahli Muda evaluasi peraturan 
perundang-undangan di 0,63 Ahli Madya 
bawah undang-undang 0 ,84 Ahli Utama berdasar kan Putusan 
Mahkamah Agung. 

Draft hasil rev1s1 analisis 0,64 Ahli Muda 
dan evaluasi undang- 0,96 Ahli Madya undang berdasar kan 
Putusan Mahkamah 

t 
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sesuai masukan-masukan yang ada 
pada saat presentasi. 

46 Merevisi draft analisis dan evaluasi 
peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Agung sesuai 
masukan-masukan yang ada pada 
saat presentasi. 

47 Memvalidasi hasil analisis dan 
evaluasi undang-undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi. 

48 Memvalidasi hasil analisis dan 
evaluasi peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah 
Agung. 

49 Menyusun Himpunan basil analisis 
dan evaluasi undang-undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi, sesuai dengan: 

KODE 

5 

06 1 

062 

063 

·11 ... _ -- .... .. . ,, . ',\/'l' � -w-'i; 11 ' SATUAN BASIL :11 • ., ANOKA PELAKSANA 
I :: Ill KREDIT KEGIATAN 'll 
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Konstitusi sesuai masukan-
masukan yang ada pada 
saat presentasi. 
Draft hasil revisi analisis 0,63 Ahli Muda 
dan evaluasi peraturan 0,94 Ahli Madya pen.1 ndang-undangan di 
bawah undang-undang 
berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung sesuai 
masukan-masukan yang 
ada pada saat presentasi. 
Laporan Hasil Validasi 2,25 Ahli Utama 
analisis dan evaluasi 
undang-undang 
berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi . 
Laporan Hasil Validasi 2 ,25  Ahli Utama 
analisis dan evaluasi 
peraturan perundang-
undangan di bawah 
undang-undang 
berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung. 

,( 
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Putusan 
Mahkamah Konstitusi 

b. Bidang Urusan Komisi 

50 Menyusun Himpunan hasil analisis 
dan evaluasi peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah 
Agung, sesuai dengan: 

a. Tahun Penetapan Putusan 
Mahkamah Agung 

-·- --
••1 " M "' ••-•" ll'

l '"
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,Iii 
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064 Dokumen Himpunan hasil 0 ,5 1  Ahli Pertama 
analisis dan evaluasi 
undang-undang 
berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi, 
berdasarkan Tahun 
Penetapan Putusan 
Mahkamah Konstitusi. 

065 Dokumen Himpunan hasil 0 , 5 1  Ahli Pertama 
analisis dan evaluasi 
undang-undang 
berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi, 
berdasarkan bidang urusan 
komisi. 

066 Dokumen Himpunan hasil 0 , 5 1  Ahli Pertama 
analisis dan evaluasi 
peraturan perundang-
undangan berdasarkan 
Putusan Mahkamah Agung, 
berdasarkan tahun 
penetapan putusan 
Mahkamah Agung. 

# 
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4 5 6 
b.  I Bidang Urusan Komisi 067 I Dokumen Dokumen 

5 1  I Menyusun anotasi perubahan I 068 
undang-undang akibat putusan 
Mahkamah Konstitusi. 

52 I Menyusun anotasi perubahan I 069 
peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang akibat 
putusan Mahkamah Agung. 

53 I Menyusun Policy Brief hasi1 analisis I 070 
dan evaluasi undang-undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi. 

54 I Menyusun Policy Brief hasil analisis I 07 1 
dan evaluasi peraturan perundang­
undangan di bawah undang-undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah 
Agung. 

Himpunan hasil analisis 
dan evaluasi peraturan 
perundang-undangan 
berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung, 
berdasarkan bidang urusan 
Komisi. 
Buku anotasi peru bah an 
undang-undang akibat 
putusan Mahkamah 
Konstitusi. 
Buku anotasi perubahan 
peraturan perundang-
undangan di bawah 
undang-undang akibat 
putusan Mahkamah Agung. 
Policy brief hasil analisis 
dan evaluasi undang-
undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah 
Konstitusi. 
Policy brief basil analisis 
dan evaluasi peraturan 
perundang-undangan di 
bawah undang-undang 
berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung. 

ANOKA 
KREDIT 

7 

0 ,5 1 

3,29 

3,32 

4,33 

4,28 

PELAKSANA 
KEGIATAN 

8 

Ahli Pertama 

Ahli Utama 

Ahli Utama 

Ahli Utama 

Ahli Utama 
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55 Menyusun ringkasan perubahan 072 Laporan basil telaahan 0,32 Ahli Pertama 
dalam undang-undang akibat perubahan dalam undang- 0 63 Ahr M d putusan Mahkamah Konstitusi. undang akibat putusan ' 1 u a 

Mahkamah Konstitusi. 
56 Menyusun ringkasan perubahan 073 Laporan basil telaahan 0,32 Ahli Pertama 

dalam peraturan perundang- perubahan dalam 0 63 Ahl' M d undangan di bawah undang-undang peraturan perundang- ' 1 u a 
akibat putusan Mahkamah Agung. undangan di bawah 

undang-undang akibat 
putusan Mahkamah Agung. 

4 .  Penyusunan A Penyusunan 57 Mengidentifikasi status peraturan 
Database Data perundang-undangan sesuai 
Peraturan Peraturan dengan tahun penetapan, 
Perundang- Perun.dang- berdasarkan: 
UD<langan uudangan a. D-a-ta---k-la_s_i_fi_k_a_s_i--p-e-ra_t_u_1--a-n 074 Data klasifikasi peraturan 0, 14  Ahli Pertama 

·/ 

perundang-undangan sesuai perundang-undangan 
urusan pemerintahan. sesuai urusan 

pemerintahan. 
b. Pemutakhiran data status 075 Data status peraturan 0, 1 2  Ahli Pertama 

peraturan perundang- perundang-undangan. 
undangan (mengubah/ diubah, 
mencabut/ dicabut) . 

c .  Data Tanggal pengesahan, 076 Data tanggal pengesahan, 0 , 1 2  Ahli Pertama 
Nomor Lembaran Negara dan Nomor Lembaran Negara 
Tambahan Lembaran Negara. dan Tambahan Lembaran 

Negara. 

� 
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>---- -- d.  Penelusuran hasil pengujian 077 Data hasil pengujian 0 , 1 9  Ahli Pertama 
peraturan perundang- peraturan perundang-
undangan berdasarkan Putusan undangan berdasarkan 
Mahkamah Putusan Mahkamah 
Konstitusi/ Mahkamah Agung. Ko nsti tusi / Mahkamah 

Agung. 
58 Menyusun daftar peraturan 078 Daftar peraturan 0 , 1 2  Ahli Pertama 

perundang-undangan sesuai perundang-undangan 
urusan pemerintahan per tahun. sesuai urusan 

pemerintahan per tahun. 
59 Mendata jumlah peraturan 079 Laporan jumlah peraturan 0, 1 2  Ahli Pertama 

perundang-undangan per tahun. perundang-undangan per 
tahun. 

B Penyusunan 60 Melakukan kegiatan input data ke 080 Berita Acara Input Data 0,27 Ah1i Pertama 
data dalam sis tern database atas pasal/ ayat undang-undang 
undang- pasal/ ayat undang-undang yang yang dibatalkan Mahkamah 
undang/Per dibatalkan Mahkamah Konstitusi/ peraturan 
aturan Konstitusi/ peraturan perundang- perundang-undangan di 
Perun dang- undangan di bawah undang-undang bawah undang-undang 
Undangan yang dibatalkan Mahkamah Agung. yang dibatalkan Mahkamah 
pasca Agung. 
putusan 6 ]  Melakukan kegiatan input data 08 1 Serita Acara Input Data 0, 1 2  Ahli Pertarna Mahkarnah 
Konstitusi/ perkara ke dalam database perkara. perkara ke dalam database 

MA perkara. 
62 Melakukan kegiatan input data 082 Berita Acara Input Data 0 , 1 2  Ahli Pertama 

putusan Mahkamah putusan Mahkamah 
Konstitusi/ Mahkamah Agung ke Konsti tusi / Mahkarnah 
dalarn database Putusan Agung ke dalarn database 
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Mahkamah Konsti tusi/ Mahkamah 
Agung. 

63 Melakukan kegiatan input data 
kedalam database undang-undang 
yang diubah akibat Putusan 
M ahkamah Konstitusi/ peraturan 
perundang-undangan di bawah 
undang-undang yang diubah akibat 
Putusan Mahkamah Agung. 
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Putusan Mahkamah 
Kons ti tusi / Mahkamah 
Agung. 
Berita Acara Input Data 0 , 1 2  Ahli Pertama 
undang-undang yang 
diubah akibat Putusan 
Mahkamah 
Konstitusi/ peraturan 
perundang-undangan di 
bawah undang-undang 
yang diubah akibat 
Putusan Mahkamah Agung. 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMORtS TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK . PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH PELAKSANAAN TUGAS 
Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya 

Legislatif yang 

Sdr. Amir Setyono, S .H . ,  NIP. 1 9720402 199303 1 003, j abatan Analis Pemantauan 
Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda, pangkal Penata Tingkat I ,  
golongan ruang IlI/ d  pada Setjen DPR RI .  Yang bersangkutan ditugaskan untuk 
menyusun instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan peraturan 
perundang-undangan dengan Angka Kredit 1 ,94 (satu koma sembilan puluh 
empat). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pemantauan 
Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya. Dalam ha! ini Angka Kredit 
yang diperoleh sebesar 80% X 1 ,94 = 1 ,552 (satu koma lima ratus lima puluh dua) 
Angka Krcdit. 

b. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
melaksanakan tu gas satu tingkat di bawah jen_jang jabatannya 

Legislatif yang 

Sdr. Indah Wardana, S .H . ,  M.H . ,  NIP. J 97506 J 7 1 995 1 J lO J ,  jabatan Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda, pangkat 
Penata Tingkat I ,  golongan ruang III/d  pada Sctjen DPR RI , yang bersangkutan 
ditugaskan untuk menyusun analisis ringkas peraturan perundang-undangan 
yang akan dipantau dengan Angka Kredit 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) . 
Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pemantauan Peraturan 
Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang 
diperoleh sebesar 1 00% x 0 ,49 = 0,49 (no! koma empat Sembilan) Angka Kredit. 



LAMPIRAN III 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA 
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TENTANG 
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 1 .  bahwa Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , NTP . . . . . . . . . . . . . . .  . .  pangkat/golongan ruang . . . . . . . . . telab memcnuhi syarat dan 
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsiona:l 
Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif; 

2 .  bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, 
perlu mengangkat yang bersangkutan daJam Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20]  4 tentang Aparatur Sipil 

Menetapkan 
PERTAMA 

Negara; 
2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 7  tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7  Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor l l Tahun 2 0 1 7  
tentang Manajemen Pcgawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 ten tang Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Pe1unclang­
Undangan Legislatif; 

4.  Peraturan Sekretaris Jencleral Nomor . . . . . .  Tahun 2020 ten tang 
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif; 

5 .  dst. 
MEMUTUSKAN 

Pegawai Negeri Sipil di bawah in i :  
Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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KEDUA 
KETIGA 

Tembusan: 

Pangkat/ Golongan 
Ruang 
TMT 

- 2 -

Unit Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Terhitung mulai tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  diangkat dalam Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif jenjang . . . . . . . . . . .  dengan angka kredit sebesar . . . . . . . . .  ( . . . . ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )* Apabila kemudian hari ternyata terclapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di . . . . . . . . . . .  . Pada tanggal . . . . . . . . . . . . . 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 .  Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 
3 .  Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL 

- �✓ 
INDRA ISKANDAR V NIP. 1966 1 1 14 1997031001 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN SEKRETARTS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN 
a. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional 

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Unclangan Legislatif . 
1 )  Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terenclah pada jenjang Jabatan 

Fungsionaln ya. 
Sdri. Sari Sugito, S .H . ,  NIP. 1979061 0200503100 1 ,  jabatan Pelaksana 
Analis Hukum pangkat Pena ta, golongan ruang III/ c, Pegawai yang 
bersangkutan akan diangkat ke dalarn Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda melalui 
perpindahan jabatan lain . PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 
(dua) tahun terakhir di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang­
undangan. 
Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan 
wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata, golongan 
ruang III/ c, jenjang jabatan Ahli Muda. 
Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Sari Sugito, S .H .  diangkat dalam jenjang 
Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif Ahli Muda dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit 
dasar sebesar O (nol) . Dan n1isalkan dari pengalaman kerja yang 
bersangkutan ditetapkan nilai Angka Kredit sebesar 1 0  (sepuluh) Angka 
Kredit. 
Total Angka Kredit yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan sebesar 
1 0  (sepuluh) Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 0 
(nol) dan 1 0  (sepuluh) dari pengalamannya. 

2) Pejabat Fungsional yang merniliki pangkat tertinggi pada jenjang Jabatan 
Fungsionalnya. 
Sdr. Umar Yudiatna, S .H . ,  M .H . ,  NIP. 1 97705 1 320000 1 1 008,  jabatan 
Pelaksana Analis Hukurn, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I II/d .  
Pegawai yang bersangkutan akan cliangkat ke dalam Jabatan Fungsional 
Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda 
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melalui perpindahan jabatan lain . PNS yang bersangkutan memiliki 
pengalaman 2 (dua) tahun kumulatif di bidang pengkajian evaluasi 
peraturan perundang-undangan, dimana pengalaman kerja tersebut tidak 
dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun terakhir .  
Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan 
wajib mengikuti clan lulus uji kompetensi pacla pangkat Penata Tingkat I ,  
golongan ruang III/ cl ,  jenjang jabatan Ahli Muda. 
Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Umar Yudiatna, S . H . ,  M .  H. diangkat dalam 
Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif Ahli Mucla clan diberikan Angka Kredit dasar sebP.sar 100 (seratus) . 
Dan misalkan dari pengalaman kerja yang bersangkutan ditetapkan nilai 
Angka Kredit sebesar O (nol) Angka Krcdit karena pengalaman kerja tersebut 
sudah lewat dari 2 (dua) tahun terakhir. 
Total Angka Kredit yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan sebesar 
1 00 Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 1 00 (seratus) 
clan O (nol) dari pengalamannya. 

b .  Pengalaman dapat digunakan untuk menambah angka kredit kenaikan 
pangkat/ jenjang. 
1 )  Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang jabatannya. 

No 

1 .  

Sdr. Wahyu Hamdan, S .H . ,  NIP. 198009 1 0200903200 1 ,  pangkat Penata, 
golongan ruang III/c ,  menduduki jabatan Pelaksana Analis Hukum, selama 
menjabat menjadi Analis Hukum yang bcrsangkutan melakukan kegiatan 
pematauan perundang-undangan dan dengan Angka Kredit sebesar 1 9,49 
(sembilan belas koma empat sembilan) Angka Kredit terdiri dari: 

Contoh Matriks 
· Penghitungan Kegiatan Tugas Jabatan dari Pengalaman Kerja 
Kegiatan Satuan Hasil AK Volume Jumlah AK 

Perbutir (4x5) 
2 3 4 5 6 

--

Menelaah hasil Laporan telaahan 0 ,63 2 1 ,26 
putusan hasil pu tusan 
Mahkamah Mahkamah 
Konstitusi yang Konstitusi yang 
terkait dengan terkait dengan 
undang-undang unclang-undang 
clan putusan dan putusan 
Mahkamah Agung Mahkamah Agung 
yang terkait yang terkait 
dengan peraturan dengan peraturan 
perundang- perundang-
undangan di undangan di 

t; CJ 
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bawah undang- bawah undang-
undang undang 

2 .  Menelaah berkas Laporan hasil 0 .26 6 3 , 1 2  
permohonan telaahan berkas 
perkara pengujian permohonan 
undang-undang perkara pengujian 

undang-undang 
3 .  Menginven tarisasi Laporan hasil 0 .23 7 4,5 

data kajian survei 
evaluasi hasil 
surve1 

4. Menelaah berkas Laporan hasil 0 .26 4 2,6 
permohonan telaahan berkas 
perkara pengujian permohonan 
undang-undang perkara pengujian 

undang-undang 
5 .  Menginventarisasi aporan hasil 0.39 3 3 .5 1 

Putusan-Putusan verifikasi 
Mahkamah pengumumanharta 
Konstitusi peninggalan tak 
terdahulu yang terurus I 

I terkait dengan (Onbeheerde 

undangundang Nalatenschap) 

yang diuji dan 
undang-undang 
lainnya yang 
terkait dengan 
undang-undang 
yang diujikan. 

6 . Men gin ven tarisasi Laporan basil 0.45 6 4,5 
risalah inventarisasi 

I pembahasan risalah 
I undangundang pembahasan 

yang diuji dalam undang-undang 
permohonan yang diuji dalam 
perkara pengujian permohonan I ! undang-undang perkara pengujian 

i undang- u ndang. 
JUMLAH AK 19.49 

Maka Sdr. Wahyu Hamdan, S .H . ,  diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda pada masa 
pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar sebesar 19 ,49 (sembilan belas 
koma empat sembilan) Angka Kredit di tam bah Angka Kredit dasar sebesar nol (0) . 
Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
sebesar 1 9 ,49 + 0 = 1 9 ,49 (sembilan belas koma lima sembilan) Angka Kredit. 

c.  Penilaian Angka Kredit dari pengalaman kerja. hanya diperhitungkan 2 (dua) 
tahun terakhir dari waktu penyampaian permohonan perpindahan jabatan. 
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Sdr. Budi Herlarnbang, S .H,  NIP. l 9800302200803 1022 ,  jabatan Kepala 
Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 
pangkat Penata, golongan ruang III/c  PNS yang bersangkutan akan diangkat ke 
dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif Ahli Muda melalui perpindahan dari jabatan lain . 
PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pengkajian 
evaluasi peraturan perundang-undangan. Dari jangka waktu pelaksanaan tugas 
tersebut, Angka Kredit yang dapat dihitung hanya 2 (dua) tahun terakhir. 

d. Penyarnpaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling 
lambat 6 (enarn) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan. 
Sdr. Bima Satya, S .H . ,  M . H . ,  NIP. 1 96306 1 7 1 99203 100 1 , jabatan Kepala Bagian 
Hukum, pangkat Pembina Tingkat l ,  golongan ruang IV /b .  
Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional 
Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif untuk menduduki 
Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif Ahli Madya, maka penyampaian usu !  pengangkatannya sudah diterima 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lam bat akhir bulan Desember 2020 dan 
penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat al<hir bulan Mei 202 1 ,  
mcngingat yang bcrsangkutan lahir bulan Juni  1963. 



LAMPIRAN V 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN 
LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TENTANG 
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN 
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

LEGISLATIF 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
PERTAMA 

bahwa untuk mengisi kebutuhan _jabatan yang lowong, Saudara 
. . . .  . .  . . .  . . .  . . . .  . . . .  . . .  . .  . .  . .  NIP . . .  . . .  . . . .  . .  jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
pangkat/ golongan ruang . . . . . . . . .  telah memenuhi syarat dan dianggap 
cakap untuk diangkat dalarn Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif; 
1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 l Tahun 2017  ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7  Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 7  
tentang Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Penclayagu naan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif; 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor . . . . . .  Tabun 2020 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Tekn is  Jabatan F'ungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perunclang-Undangan Legislatif; 

5 .  dst. 

Mengangkat: 
Nam.a 
NIP 

MEMUTUSKAN 



KEDUA 
KETIGA 

Tembusan: 

Pangka t/  Golongan 
Ruang 
TMT 

- 2 -

Unit Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Terhitung mulai tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . diangkat dalam Jabatan FungsionRI Analis Pemantauan Peraturan 
Perundang-Undangan Legislatif jenjang . . . . . . . . . . . dengan angka 
kredit sebesar . . . . . . .  ( . . . .  ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )* 

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali 
sebagaimana mestinya. 
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana 
mes tin ya. 

Ditetapkan di . . . . . . . . . . .  . 
Pad a tanggal . . . . . . . . . . . .  . 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 .  Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 
3 .  Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit: 
4. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL 

I�D�� 
£ NIP. 1966 1 1 141997031001 



GOLONGAN NO RUANO 
1 I I I/a 
2 IIl / b  
3 

III/ c 

4 
I lll/ cl 

- . - ·  ·- ·--····�···- .. -----
5 

IV / a  

6 
IV / b  

IV/ c 

8 
IV / d  

9 IV /e 

/ 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 
LEGISLATIF 

ANGKA KREDrT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ JNPASSING 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

IJAZAH/ STTB YANG ANGKA KRED!T ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN 
KUMULATIF KENAIKAN 4 TAHUN/ SETINGKAT < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN PANGKAT SELANJUTNYA LEBIH 

Sarjana/Diploma Empat 50 3 18  28 38 47 
Sarjana/Dioloma Empat 50 3 1 8  28 38 47 

Magister 50 4 1 9  29 39 48 
Sariana/ Diploma Empat 1 00 5 35 55 75 95 

Magister 1 00 6 36 56 76 96 
Doktor 1 00 7 37 57 77 97 

Sarjana/ Diploma Em pat 100 5 3 5  55 75 95 
Magister 100 6 36 56 76 96 --Doktor 100 7 37 5 7  77 97 - , __ - -

__§_�!7�rDipl.<?_m� Emp�-� _ _ _____ _ _ _ ___ 1 50 _ 8 __ __J _ _ _ _ __":fa---� 83 1 1 3  1 43 
-··------- - -- ----- -

Magister 1 50 9 54 84 1 1 4 1 44 
Doktor 1 50 1 1  56 86 1 1 6 146 

Sariana/Diploma Empat 1 50 8 53 83 1 13 143 
Magister 150 9 54 84 1 1 4 1 44 
Doktor 1 50 1 1  56 86 1 1 6  1 4 6  -

� Sarjana/Diploma Empat 1 50 8 53  83 1 1 3 143 
· - -- - - --

Magister 1 50 9 54 84 1 1 4 144 
Doktor 1 50 1 1  56 86 1 1 6 146 

Sariana/ Dioloma Empat 200 10 70 1 1 0 1 50 190 
Magister 200 12 72 1 1 2 1 52 1 9 2  
Doktor 200 1 4  74 1 1 4 1 54 194 

Sarjana/ Diploma 200 200 200 200 200 -Em pat/ Magister / Doktor 

# 

·,. 



LAMPIRAN VII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PSRWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANG/\N LEGISLATIF 

CONTOH PENGANGKATAN ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN / JNPASSJNG 

Sdr. Hadi Pratama, S.IP. , M .Si. ,  NIP. 1 970051 8200301 1 002 , Kepala Bagian Hukumi 

pangkat Penata Tingkat I ,  golongan ruang III/ d . Pad a periode April 202 1 telah 
dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang 
IV/a. 
Yang bersangkutan dapat mengajukan penyesuaian/ inpassing u ntuk golongan ruang 
IV / a  pada bulan April setelah tanggal penetapan .  Perolehan angka kredit kumulatif 
sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 sebesar 9 (sernbilan) Angka Kredit karena 
yang bersangkutan merniliki panglrnt Pern bin a, golongan ruang IV/ a masa 
kepangkatan kurang dari 1 (satu) tahun dan pendidikan Magister (S2) .  
Dengan demikian, Sdr. Hadi Pratama, S. IP. , M.Si . , dapat d iangkat dalam Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif padajenjang 
Ahli Madya. 



LAMPIRAN VIII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL AN ALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANG1\N LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN 
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSJNG 
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TENTANG 
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI 
PENYESUAIAN/INPASSING 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara 
. . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  . . NIP . .  . .  . .  . .  . . .  . jabatan . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
pangkat/golongan ruang . . . . . . . . .  telah memenuhi syarat dan dianggap 
cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perunc18ng-Undangan Legislatif melalui 
penyesuaian/ inpa.ssing; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014  tentang Aparatur Sipil 

Menetapkan 
PERTAMA 

Negara; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 20 1 7  tentang 

M anajemen Pegawai Negeri S ipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7  Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017  
tentang Manajemen Pegawai Negr:ri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Pendayag1inaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Talmn 2020 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif; 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor . . . . . . Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perunrla ng-Undangan Legislatif; 

5 .  dst. 

Mengangkat: 
Nama 
NIP 

MEMUTUSKAN 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . .  t,· · · · · · ·  



KEDUA 
KETIGA 

Tembusan: 

Pangkat/ Golongan 
Ruang 
TMT 

- 2 -

Unit Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Terhitung mulai tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . diangkat disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan F'ungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif jenjang 
. . . . .  dengan angka kredit sebesar . . . . . . .  ( . . . .  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )* Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali 
sebagaimana mestinya. 
Asli Keputusan ini disampaikan kcpacla Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan untuk diketahui clan diindahkan sebagaimana 
mestinya . 

Ditetapkan di . . . . . . . . . .  . .  Pada tanggal . . . . . . . . . . . .  . 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLJK INDONESIA 

. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 .  Sekretaris Jenderal Dewan Perwal<ilan Rakyat Republik Indonesia; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL 

INDRA ISKANDAR )j/ 
NIP. 19661 1 141997031001 



LAMPIRAN IX 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN 
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

LEGISLATIF MELALUI PROMOS! 
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TENTANG 
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI PROMOSI 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
KESATU 

bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara . . . . . . .  . NIP . .  . .  . .  . . . jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prmgkat/ golongan n.rnng . . . . . . . . . . .  . 
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap un tuk diangkat dalam 
Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang­
Undangan Legislatif melalui prornosi; 

l .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 4 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 20 1 4  tentang Aparatur Sipil Negara; 

2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tc1hun 20 l 7 Len tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana te lah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17  Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 7  tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil; 

3 .  Peraturan Menteri Pendayagunac1 n Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang 
Jabatan Fungsional Analis Pernantauan Peraturan Perundang­
Undangan Legislatif; 

4 .  Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor . . . . . . Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif; 

5 .  dst. 
MEMUTUSK.AN : 

mengangkat: 
a. Nama 
b. NIP 
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT 
d. Unit Kerja 



KEDUA 
KETIGA 

Tembusan: 

- 2 -

Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif jenjang . . . . . .  dengan angka kredit sebesar . . . . . . . ( . . . . . . . . .  ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perbitungan kembali 
sebagaimana mestinya. 
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan untuk diketahui dan diindal,kan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di . . . . . . . . . . .  . Pada tanggal . . . . . . . . . . . .  . 
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT 
l\EPUBLIK fNDONESIA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 .  Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik [ndonesia; 
2 .  Kepala Badan Kepegawaian Negara; 
3 .  Pejabat yang berwenang menetapkan angka krecl i L ;  
4 .  Pejabat lain yang dianggap perlu. 
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang diangg;,p perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL 

INDRA ISKANDAR ,,/, 
NIP. 1966 1 1 141997031001 /j/ 



LAMPJRAN X 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSJONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN DAN PENET/\PAN ANGKA 
KREDIT 

ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LE.GTSLATIF 

Kepada Yth. 
Pejabat yang Berwenang mengusulkan 
Penetapan Angka Kredit 
Di  
Tempat 

1 .  Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan angka kredit atas 
b . b "k  nama-nama, se aga1 en ut: 

NO. NAMA/NIP 

2 

1 .  
2.  
3.  
4 .  

JABATAN 

3 

PANGKAT/ BAHAN 
GOLONGAN PENETAPAN 

RUANG ANGKA 
KREDIT .. - --

4 5 

- --
i - -
! 
i 

2 .  Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

*) Tulis nama jabatan 

{ternpat, tanggal, bulan, tahun) 
Pimpinan Unit Kerja*), 

NAMA JELAS DAN GELAR 
NIP. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR 
NIP. 1966 1 1 141997031001 N 



LAMPlRAN XI 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATlF 

CONTOH DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANG KA KREDIT JABATAN 
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

LEGISLATlF 

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN 
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

LEGISLATIF AHLI . . . . .  . 
NOMOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

INSTANSI : . . . . . . . . . . . . .  . MASA PENILAIAN 

No 
1 .  
2 .  

3 .  

4.  
5 .  

6 .  

7.  

8 .  

9.  

10 .  

NO 

I. 

Keterangan Perorangan 
Nama 
NIP 
Nomor Seri Kartu Pegawai 
Tempat dan Tanggal Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan yang diperhitungkan 
Angka Kreditnva 
Jabatan Analis Pemantauan 
Peraturan Pen.mdang-U ndangan 
Legislatif /TMT 
Masa Keria Golongan Lama 
Masa Keria Golongan Baru 
Unit Kerja 

UNSUR, SUB UNSUR, DAN 
BUTIR KEGfATAN 

2 

UNSUR UTAMA 
1 .  

2 .  

3 .  

PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN 
PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PENANGANAN PERKARA 
PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ANALISIS UNDANG-
UNDANG ATAU 
PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
BERDASARKAN UJI 
MATER! 

Bulan . . . . . . . . .  s.d. Bulan . . . . . . . . .  Tahun 

- -

·--

UNSUR YANG DINILAI 
ANGKA K REDIT MENURUT 

INSTANSl PJ<:NGUSUL 
LAMA 13ARU 

3 4 

J U M LAH >--· -
5 -

---

I 
I 
I 
I 

TIM PENILAI 
LAMA BARU JUMLAH 

6 7 8 

t � 



- 2 -

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
4. PENYUSUNAN DATABASE 

PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

JUMLAH UNSUR UTAMA 
II. UNSUR PENGEM BANGAN 

PROFESI DAN PENUNJANG 
1 .  PENGEMBANGAN 

PROFESI ANALIS 
PEMANTAUAN 
PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
LEGISLATIF - -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. PENUNJANG TUGAS 

ANALIS PEMANTAUAN 
PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
LEGISLATIF 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JUMLAH UNSUR PENUNJANG 

Butiran kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah*) 
1 2 3 4 ' 5 6 7 8 I 

I 
I 
I 

. �  ' 

i 
i 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR 
PENUNJANG 

*) Caret yang tidak perlu. 



III. 

IV. 

V. 

VI. 

- 3 -

LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANG KA KREDIT 
1 .  Surat pernyataan melakukan kegiatan • • • • • • • • • • • • I 

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan . . . . . . . . .  , . .  , 
3 .  Surat pernyataan melakukan kegiatan . . . . . . . . . . . . ' 
4. Surat pernyataan melakukan kegialan 

pengembangan profesi; 
5 .  Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang; 
6. dan seterusnya 

CATATAN PEJABAT PENGUSUL 
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . , 
2. · · · · · · · · · · · · · · · · , 
3 .  · · · · · · · · · · · · · · · · , 
4. dan seterusnya 

CATATAN ANGGOTA TIM PEN ILA! 
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . , 
2 . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
3 .  · · · · · · · · · · · · · · · · ,  
4. dan seterusnya 

CATATAN KETUA TIM PENILAI 
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
2 . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
3 . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
4. dan seterusnya 

· · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uabatan) 

I (Nama Pejci hat Pengusul) 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
NIP. . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · ·  

(Nama Penilai I) 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
NIP. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
(Nama Penilai II) 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
NIP . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ketua Tim Penilai, 

(Nama) 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
NfP .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SEKRETARIS JENDERAL 

- �✓ 
INDRA ISKANDAR t 
NIP. 1966 1 1 141997031001 



LAMPIRAN XU 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH SURAT PERNYATAAN M ELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SURAT PERNYATAAN 
M ELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG PEMANTAUAN PELAKSJ\NAAN 

UNDANG-UNDANG 
Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pangkat / golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukan kegiatan di bidang pemantauan pelaksanaan undang-undang 
sebagai berikut: 

NO. URA.IAN TANGGAL SATUAN JUMLAH ANGKA JUMLAI-1 KETERANGAN 
KEGIATAN HASIL VOLUME: KREDIT ANGKA /BUKTI FISIK 

KEGIATAN KREDIT 
1 2 3 4 5 6 7 8 -- -1 .  [ 

2.  
3.  l 
dst 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
(tcmpat, tanggal, bulan, tahun) 
1\t.asan langsung, 
NAMA JELAS DAN GELAR 
NIP. 
S�K��NDERAL, 

INDRA ISKANDAR ;(, 
NIP. 1966 1 1 14199703 100 1 



LAMPIRAN xm 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSTONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENANGANAN 
PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Menyatakan bahwa: 

Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Telah melakukan kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang, sebagai 
berikut: 

Uraian Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/ No Tanggal Volume Angka Kegiatan Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 .  
2. 
3.  
4.  
5.  

Dst 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . 

. . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Atasan Langsung 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 



LAMPIRAN XIV 
PERATURAN SEKRETARTS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL AN ALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS 
UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN 

UJI MATERI 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS UNDANG-UNDANG 

ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UJI MATERI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ go Longan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Menyatakan bahwa: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Telah melakukan kegiatan analisis undang-undang a tau peraturan · perundang­
undangan berdasarkan uji materi, sebagai berikut: 

Uraian Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/ No Tanggal Volume Angka Kegiatan Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .  
2. 

3 .  

4 .  

5 .  

Dst 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat diperg1..111akan sebagaimana mestinya. 

· · · · · · · · · · · ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Atasan Langsung 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 



LAMPIRAN XV 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELAKUK!\N KEGIATAN Pl:NYUSUNAN 
DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Yang bertanda tangan di  bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Menyatakan bahwa: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Telah melakukan kegiatan penyusunan database penlturan perunclangundangan: 

Satuan Jurnlah Angka Jurnlal1 Keterangan/ No Uraian Kegiatan Tanggal Volume Angka Hasil Kegiatan Krcdit Kredit bukti fisik 
-

1 2 3 4 s 6 7 8 

1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5. 

Dst i 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipcrgu nakan sebagaimana mestinya. 

Atasan Langsung 

NlP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 



LAMPIRAN XVI 
PERATURAN SEKRETARTS JENDERAL 
DEWAN Pi<:RWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELAKUKJ\N KEGJATAN 
PENGEMBANGAN PROFESI 

SURAT PERNYAT AAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANALIS PEMANTAUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: 
NO URAIAN T/\NGG/\L SATUAN JUMLMI i ;\NGK/\ JUML!\H KETERANGAN 

KEGIATAN HASIL VOLUME KREDIT ANGKA /BUKTI FISIK 
KEGIATAN , KRED!T 

1 2 3 4 ---�- - ! 6 7 �·--1 .  - I 2 .  
-- - :-_ � - --- - t- - - --3 .  

dst 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergu nakan sebagaimana mestinya. 

( t �mpat, tm,ggal, bulan, tahun) 
,\ t asan langsung, 
NAMA JELAS DAN GELAR 
N I P .  
SEKRETARIS JENDERAL, 

' �/ 
INDRA ISKANDAR 
NIP, 1966 1 1 14199703 100 1  



LAMPIRAN XVLI 
PERATURAN SEKRETARTS JENDERAL DEWAN 
PERWAKIL/\ N RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 15TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
AN ALIS PEMANTAUAN PERATURAN 
PERUNDANG - UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN MELJ\KUKAN KEGIATAN PENUNJANG 
SURAT PERNYATAAN 

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukun kegiutun penunjung Anulis Pemo.ntuunn Pern.r.urun Perundang­
Undangan Legislatif sebagai berikut: 

-
NO URAIAN TANGGAL SATUAN JUMLAJ-1 l 

KEGIATAN HASIL VOLUME i 
r\NGKA JUMLAH KETERANGAN/ 
KREDIT ANGKA BUKTI FISIK 

KEGIATAN KREDIT -1 2 3 4 5 i 6 7 8 
1 .  ! 

' -2 .  I 
3 .  ! 

dst ! 
- _j_ -Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergu nakan sebagaimuna mestinya. 

( t c inpat, tanggal ,  bu lan, tahun) 
Atasan langsung, 
NAMA JELAS DAN GELAR 
NIP. 
SEKRETARIS JENDERAL, 

- � ✓  
INDRA ISKANDAR 
NIP. 1966 1 1 14 1997031001 



LAMPIR.J\N XVIII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKIL/\N RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
N0M0R l,5 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSAN/\AN JABATAN FUNGSI0NAL ANALIS 
PEMANTAU!\N PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT 
a. Capaian Angka Kredit berdasarkan capaian SKI-'. 

Sdri. Mila Artasari , S .H . ,  M .H . ,  NIP.  1 975042 1 1 99903200 1 ,  pangkat Penata Tingkat 
I ,  golongan ruang III/ d ,  jenjang Jabatan Fungsiona l Analis Pernantauan Peraturan 
Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda. 
Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan 
Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda actalnh 25  (dua puluh lima) Angka Kredit. 
Sdri. Mila Artasari, S .H . ,  M .H .  mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 (dua 
puluh tujuh koma, delapan puluh tujuh) Anglrn Krectit dengan capaian SKP yang 
dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24 (delapan puluh sembilan koma 
dua puluh empat) Angka Kredit. Dalam hal dern iki;;i.n, ma im peni laian capaian Angka 
Kredit adalah sebagai berikut: 
89,24 X 1 00% = 89,24% 
89,24% x 27,87 = 24,87 Angka Kredit 
Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana rercantum dalam contoh formulir 
berikut 

1 .  

2 .  
3 .  
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT 
BERDASARKAN CAPAIAN SKP 

Nomor . . . . .  . 
-

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Unclang,1n Legislatif Ahli Muda Yang Dinilai 
NAMA 
NIP 
NOMOR SERI KARPEG 
TEMPAT /TANGGAL LAHIR 
JENIS KELAMIN 
PANGKAT/GOLONGAN 
RUANG/TMT 
JABATAN/TMT 
UNIT KERJA 

- - - --Mila Artas:-i ri , S . H . ,  M . H . - - -1 975042 ]  i 99903200 J 
Jakarta, 2 1  1�pril 1 975 
Perernpua_12 _ __ 
Penata Tinglrnt ! ,  III/cl 
Analis Pcrnantauan Pcraturan Pcrundang-Undangan Lcg�latif Ahli Muda 

HASIL PENILAIAN CAP/\lt\N 1\1"\CK.i\ KREDIT 
NILAI CAPAIAN ANGKA KREDfT ANGKA KREDIT 

TAHUN TARGET TUGAS ROSENT/\SE MINIMAL Y/\NG DIDAPAT AK SKP 25/MAKSIMAL JABATAN 37,5 YANG (Kolom 2 x Kolom 4) 



- 2 -

1 2 3 4 

2020 27.87 89,24 89.24% 

Jumlah Angka Kredit yang diperoleh -

l-lARUS DICAPAI 
SILTIAP TAHUN 

s 
·--· -·-

I i ! 
I i ! 

l _ _  

- - - - -- -- - i 
I 

*AK Maksimal diperoleh dari AK Minimal 25 x 1 !10'% = :17.!1 

6 

24.87 

24.87 

. . . . . . .  , · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · ·  

Ketua Tim Pcnilai 

Tembusan: 
1 .  Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
2.  Kepala Badan Kepegawaian Negara; 
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka krcd i t :  
4. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Diisi apabila ada penarnbahan diktum yang diangg,i p perl u .  

SEKRETARIS JENDERAL 

-�✓ 

-
., ' 

INDRA ISKANDAR ,(; 
NIP. 1966 1 1 14 199703 100 1 



LAMPIRAN XlX 
PERATURAN SEKRETARfS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL AN ALIS 
PEMANTAUi\N PERI\TURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGlSLATIF 

CONTOH FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT 

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . . .  / . . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Masa Penilaian : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
INSTANSI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

l .  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8. 
9. 

NO 
I 

II 

KETERANGAN PERORAN GAN 
Nama 
NIP 
Pangkat/ Gal. Ruang/TMT 
Tempat dan Tanggal Lahir 
Nomor Kartu Pegawai 
Jenis Kelamin -
Pendidikan Tertinggi 
Jabatan/TMT 
Unit Kcrja 

1 

--

- ----

- -
1-- -·-
I - --

-

PENETAPAN ANGKA KRE 
URJ\IAN U\ M; ·- --

UNSUR UTAMA --- --
1 PEMANTAUAN PELAKSANAAN 

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

2 PENANGANAN PERK.ARA 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - - . 

3 ANALISIS UNDANG-UNDANG 
ATAU PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BERDASARKAN UJI 
MATER! -·- -

4 PENYUSUNAN DATABASE I PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN i 

JUMLAH UNSUR UTAMA 
i--- --

_ _  I - - -- -

UNSUR PENUNJANG: I 

. -

DIT 
BAR U I JUMLAH ---, 

- T - - - . - - ·--
i --- --

1 PENGEMBANGAN PROFESI 
- - - r- -

ANALIS PEM ANTAUAN 
PERATURAN PERUN DANG-
UNDANGAN LEGISLATIF 

2 PENUNJANG TUGAS ANAUS 
PEMANTAUAN PERATURAN i 
PERUNDANG-UN DANGAN i 
LEGISLATTF 

1---
JUMLAH UNSUR PENUNJANG 

-

-- . 

I 

- · I - -



- 2 -

I I JUMLAH AK UTAMA DAN I PENUNJANG (I+II) 
DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN 
JABATAN . . . . . . . . . . . . .  / PANGK.AT . . . . . . . . . . . . . . .  / 
MEMPERTIMBANGK.AN PERSYARATAN LAINNYA 

Catatan: 
Keputusan Pejabat yang berwenang 
menetapkan angka redit tidak dapat 
diajukan keberatan oleh Pejabat 
Fungsional yang bersangkutan 

UNTUK 
TMT 

DINAIKK.AN 

Tempat, Tanggal 

DALAM 
DENGAN 

Pejabat yang berwenang menetapkan 
Angka Kreclil 

Asli disampaikan dengan hormat kepacla: 
Kepala BKN 
Up. Deputi B idang Informasi Kepegawaian 
BKN di jakarta 

Tembusan disampaikan kepada: 

N/\MA P&JABAT 
NTP. 

1 .  Analis Pemantauan PeratlJrnn Perundang-l lnrl :=rng:m Legi� lat if y:rng hn�:=rngkutan; 
2 .  Pimpinan Instansi Pembina; 
3 .  Sekretaris Tim Penilai yang bersangkulan; 
4. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan ; 
5. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan 
6. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

'� / 
INDRA ISK.ANDAR 
NIP. 19661 1 14 199703 100 1  



I. 

LAMPIRAN XX 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENT ANG PETUNJUK PELAKSANMN JABATAN 
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN 
PERUNDANG - UNDANGAN LEGISLATIF 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF 

DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT 

TUOAS JABATAN 

Pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, yang 
terdiri atas: 
a. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 
b. penanganan perkara pengujian undang-undang; 
c. analisis undang-undang atau peraturan perundang-

undangan berdasarkan uji materi; dan 
d. penyusunan database peraturan perundang-undangan. 

7 

JENJANO JABATAN/OOLONOAN RUANO DAN ANOKA KREDITJABATAN FUNOSIONAL 
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANO UNDANOAN LEOISLATIF 

AHLI PERTAMA AHLI MUDA 

III/a 111/b 111/c IIl/d 

50 50 100 100 

AHLI MADYA AHLI UTAMA 

IV/a IV/b IV/c IV/d 

150 150 150 200 

SEKRETARIS JENDERAL, 

- �/ 
INDRA ISKANDAR Q 
NIP. 19661 1 141997031001 

IV/e 

200 



I. 

LAMPIRAN XXI 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENT ANG PETUNJUK PELAKSANMN JABATAN 
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN 
PERUNDANG - UNDANGAN LEGISLATIF 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER 

TUGAS JABATAN 

Pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif, yang 
terdiri atas: 
a. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 
b. penanganan perkara pengujian undang-undang; 
c. analisis undang-undang atau peraturan perundang-

undangan berdasarkan uji materi; dan 
d. penyusunan database peraturan perundang-undangan. 

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF 

AHLI PERTAMA AHLI MUDA 

111/b IV/c IV/d 

100 100 100 

AHLI MADYA AHLI UTAMA 

IV/a IV/b IV/c IV/d 

1 50 150 1 50 200 

SEKRETARIS JENDERAL, 

- �/ 
INDRA ISKANDAR � NIP. 1966 1 1 14199703 1001 

IV/e 

200 

/ 



LAMPIRAN XX.II 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR is TAHUN 2020 
TENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN 
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN 
PERUNDANG - UNDANGAN LEGISLATIF 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN LEGISLATIF DENGAN 

PENDIDIKAN DOKTOR 

, ,.. _ .J "II !'(" I_ '/ 1J1::1' j' HI/ lllf ' JI Ilj rffJ/1 II l•r •• 'f/,"''1 'J 'I:  1,/1•11. f/111,/'!' :· :,, .• I' ,,,., "•11: ",,;, '',/' ', '''11 ·! ,,,, '111, t ,111,,1, . ,, 1,1' 'l, 
.. , ... ;!1 i, ,,/•,, 

i ,, ' �- , ; } /ljfli 'I '·I ii ,i' i/; IU •1 'j/lli 11I•,. •11 .. ,. llu 111 u II il,1 lff ,. llfjHI 
�}111/1,/

'
i 
l/11!'1 

� 
1J I ff/ 'frr 

.' 
lff11 

·' . ! •• '/ •:' 'I • ,,. /' :. I I .  )/ Ii 'I ' I II\ 'lq �. ,,, 
, , \, •- Ill/ ; ,II "•11, . ,, ' II ' ' ' I IH;, ,,, ., li/111 ,,,, j . . ;-�·'

I 

111/1: ''il
il
'"i ' Ii "11,t 1; TUGAS JABATAN '!11111, "11

1 
,l/,,,1, .'�J1/11i::;

l 
1:,1,'' II 1 · r ,  ·1 It . .. , .. II · 11: ' j, f/·1 "i' '" I 1' I ' "'· : � IJ1r iii' I . u , , . 11 II i ,' ' . • 1111 " hr , ,,, 1111. • ,, ,,. 1, " ,  ;; " , •ir 1!' 11:111. 11'1, , .,· .· 11 II , 111 , 11 IL , . l 11, . 11 11. 11 . Ii ,,,. i1 ,.1 • 11 . 1 11 , 1111 

I. Pemantauan peraturan pen.mdang-undangan legislatif, yang 
terdiri atas: 

" 

a. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; 
b. penanganan perkara pengujian undang-undang; 
c. analisis undang-undang atau peraturan perundang-

undangan berdasarkan uji materi; dan 
d.  penyusunan database peraturan perundang-undangan. 

ii 

, •  
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN 

FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 1; a. 

AHLI MUDA 

111/c 111/d 

1 00 1 00 

LEGISLATIF 
'"'" d II . ·· 1 AHLI MADYA AHLI UTAMA AHLI UTAMA 

IV/a IV/b 

150 150 

IV/c IV/b IV/c IV/d 

150 150 150 200 

SEKRETARIS JENDERAL, 

IND�� j/ NIP.19661 1 14199703 1001 

IV/e 

200 



LAMPIRAN XX.III 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH KENAIKAN PANGKAT 

a. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi. 

Sdri. Widya Puspita, S.H. , M.H., NIP. 198109052008012015, jabatan 

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda, 

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d, terhitung mulai tanggal 1 

April 2021. 

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, Sdri. Widya Puspita, S.H. ,  

M.H. memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) 

Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat 

lebih tinggi menjadi Pembina, golongan ruang IV/ a, terhitung mulai 

tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan 

pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi 

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya. 

b. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Yang 

Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan dapat 

diperhitungkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada 

jenjang tersebut. 

Sdr. Arya Kusuma Hadinigrat, S.H. , M.H., NIP. 198008202008011008, 

pangkat Penata, golongan ruang III/ c, jabatan Analis Pemantauan 

Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda. Pada waktu naik 

pangkat menjadi Pena ta Tingkat I, golongan ruang III/ d, yang 

bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus 

dua belas koma lima). 

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat 

Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/ d yaitu 100 (seratus) Angka Kredit. 

Dengan demikian Sdr. Arya Kusuma Hadinigrat, S.H. , M.H. ,  memiliki 



- 2 -

kelebihan 12,5  (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat 

diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit berikutnya. 

c. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang 

memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam 

jenjang jabatan yang lebih tinggi. 

Sdr. Bimo Setyadi, S.H., M.H., NIP. 198204192008042010, jabatan Analis 

Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda, 

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada waktu naik pangkat 

menjadi Pembina, golongan ruang IV/ a, yang bersangkutan memperoleh 

Angka Kredit Kumulatif sebesar 162,5 (seratus enam puluh dua koma 

lima). 

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat 

Pembina, golongan ruang IV/ a yaitu 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit. 

Dengan demikian Sdr. Bimo Setyadi, S.H., memiliki kelebihan 12,5 (dua 

belas koma lima) Angka Kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan 

pangkat berikutnya. 



NO. UJISUR If, .. 

1 2 
I Pengembangan A. 

Profesi Analis 
Pemantauan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 
Legislatif 

I B. 

I 
' 
' 

I 

' 

I 

I 

� 

LAMPIRAN XX.IV 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG 
UNDANGAN LEGISLATIF 

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL 
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

SUB UJISUR . , ,  •, " " · ri , , . BUTIR KEGIATAN SATUAN ANOKA PELAKSANA ' , , .. 'I 
� , B ' BASIL KREDIT KEGIATAN " 

". 4 .. 6 7 8 

Perolehan ijazah/gelar Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Ijazah/ Gelar 25% AK Semua 
pendidikan formal sesuai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Kenaikan Jenjang 
dengan bidang tugas Perundang-undangan Legislatif Pangkat 
Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan 
Perundang-undangan 
Legislatif 
Pembuatan Karya 1 .  Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil 
Tulis/ Karya Ilmiah di penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di 
bidang Jabatan Fungsional bidang pemantauan peraturan perundang-
Analis Pemantauan undangan yang dipublikasikan: 
Peraturan Perundang- a. dalam buku/majalah ilmiah internasional Jurnal/Buku 20 Semua undangan Legislatif yang terindek Jenjang 

b. dalam buku/majalah ilmiah nasional Jumal/Buku 12 ,5  Semua 
terakreditasi Jenjang 

C. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui Jurnal/Buku 6 Semua 
organisasi profesi dan Instansi Pembina /Naskah Jenjang 

2 .  Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil 
penelitian/pengkajian / survei / evaluasi di 
bidang pemantauan peraturan perundang-
undangan yang tidak dipublikasikan: 

/V 
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R�� 
NO. UNSUR 

.. 
SUB UNSUR " .. �:"' ... . 11 BUTIR KEGIATAII - .,.. 

. ,. 
-.. SATUAII AlfGKA PB• --- A f r, I\ I " I�� . " I RASO. KREDIT KEGIATAII 

,, 1 2 
' 3 " '•· 

4 , · ,II 6 7 B 

;-

a. dalam bentuk buku Buku 8 Semua 
i Jenjang 
1 b. dalam bentuk makalah Naskah 4 Semua 
1 Jenjang 
1 3. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan 
I atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri 
; dalam bidang pemantauan peraturan 

: t--p_e..
,
ru_n_d_a_n_g_-_u_n_d_a_n_g_a_n_y_a_n_g_d_ip_u_b_li_k_a_s_ik_an __ --+-------+-----+--------1 

1 a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku 8 Semua 
' diedarkan secara nasional Jenjang 
I 

; b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Naskah 4 Semua 
organisasi profesi dan Instansi Pembina Jenjang 

I 
4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan 

atau ulasan ilmiah basil gagasan sendiri 
dalam bidang pemantauan peraturan 

I perundang-undangan yang tidak 
' dipublikasikan: 
I f-----=-,-- ----------------- +-- - ----+------+---------l 
, a. dalam bentuk buku Buku 7 Semua 

: 
Jenjang 

' b . .  dalam bentuk makalah Naskah 3,5 Semua 
: �� 

: 5 .  Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, Naskah 2,5 Semua 
1 gagasan atau ulasan dalam pertemuan ilmiah Jenjang 
' 6. Membuat artikel di bidang pemantauan Artikel 2 Semua 
I peraturan perundang-undangan yang Jenjang 

dipublikasikan 
C. Penerjemahan/Penyaduran 1 .  Menerjemahkan/menyadur buku atau karya 

I Buku dan Bahan-Bahan ilmiah di bidang pemantauan peraturan 
Lain di Bidang Jabatan perundang-undangan yang dipublikasikan: 

jt 
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NO. UNSUR SUB UNSUR e1 {Jt' .' BUTIR KEGIATAJI . 'I II ,;.-- 11 · SATUAN ANGKA PE� . � " 

II It J[ ; , I! BASIL I KRBDIT KBGIATAN .. " 

l 2 " 3 .. ,. " 
6 7 B I 

I Fungsional Analis a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku 7 Semua 
Pemantauan Peraturan diedarkan secara nasional Jenjang 

I Perundang-Undangan secara nasional 
I Legislatif b. dalam majalah ilmiah yang diakui Naskah 3,5 Semua I 
I organisasi profesi dan instansi Pembina Jenjang 

I 2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya 
I ilmiah di bidang JF yang tidak dipublikasikan: 
I dalam bentuk buku Buku 3 Semua I a. 

Jenjang 
I 

I b. dalam bentuk makalah Naskah 1 ,5  Semua 
Jenjang 

D. Penyusunan Membuat buku standar / pedoman/ petunjuk Buku 3 Semua 
Standar /Pedoman/Petunju pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Jabatan Jenjang 
k Pelaksanaan/Petunjuk Analis Pemantauan Peraturan Perundang-

i 
Teknis di bidang Jabatan Undangan Legislatif 
Analis Pemantauan 
Peraturan Perundang-

I Undangan Legislatif 

I E. Pengembangan Kompetensi Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 

I 
di bidang Jabatan 

1 .  pelatihan fungsional Sertifikat/ 0,5 Semua 
Fungsional Analis laporan Jenjang 

I Pemantauan Peraturan 
I Perundang-U ndangan 2 .  seminar /lokakarya/konferensi/ simposium/ Sertifikat/ 3 Semua 

I Legislatif studi banding lapangan laporan Jenjang 

3.  pelatihan teknis/magang di bidang tugas 
pemantauan peraturan perundang-undangan 

I 
dan memperoleh Sertifikat 

I a. lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat/ 15  Semua 
laporan Jenjang 

I 

I 
b. lamanya antara 64 1 - 960 jam Sertifikat/ 9 Semua 

laporan Jenjang 
i 

� 

;r 
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-..!Ii-. ' .. ,. BUTIR KEGIATAN II ' SATUAN ANOKA NO. UNSUR SUB UNSUR " 
f' 

.IJ 

� BASIL KREDIT KEGIATAN " ,I " 
6 7 8 1 2 ,. 4 , .  

C. lamanya antara 481 - 640 jam Sertifikat/ 6 Semua 

I 
laporan Jenjang 

d. lamanya antara 1 6 1  - 480 jam Sertifikat/ 3 Semua 
I laporan Jenjang 
I Sertifikat/ Semua I e. lamanya antara 81 - 160 jam 2 

I 
laporan Jenjang 

I f. lamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat/ 1 Semua 

I 
laporan Jenjang 

I g. lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat/ 0,5 Semua 
I laporan Jenjang 

I 4. pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang 

I 
tugas pemantauan peraturan perundang-
undangan dan memperoleh Sertifikat 
a. lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat/ 7,5 Semua 

laporan Jenjang 

b. lamanya antara 64 1 - 960 jam Sertifikat/ 4,5 Semua 
i laporan Jenjang 
I 
I C. lamanya antara 481 - 640 jam Sertifikat/ 3 Semua 

I 
laporan Jenjang 

I d. lamanya antara 1 6 1  - 480 jam Sertifikat/ 1 ,5  Semua 

I laporan Jenjang 

I e. lamanya antara 8 1  - 160 jam Sertifikat/ 1 Semua 
laporan Jenjang 

I f. lamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat/ 0,5 Semua 

I laporan Jenjang 

I 
g. lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat/ 0,25 Semua 

laporan Jenjang 

i,, 
l' 



... 
NO. UNSUR 8UB UN8UR 

,. 

1 : 2 . . fl1 
3 

F. Kegiatan lain yang 
I mendukung pengembangan 

I profesi yang ditetapkan 
oleh Instansi Pembina di 
bidang Jabatan Fungsional 
Analis Pemantauan 
Peraturan Perundang-
Undangan 

II. Penunjang A. Pengajar /Pelatih/Pembimbi 
Togas Analis ng di bidang Jabatan 
Pemantauan Fungsional Analis 
Peraturan Pemantauan Peraturan 
Perun dang- Perundang-Undangan 
Undangan B. Keanggotaan dalam Tim 

I 
Penilai/Tim Uji Kompetensi 

I C. Perolehan Penghargaan 

I 
I 

I 
I 

;t 
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-
• \, BUTIR KEOIATAN ·-1�, ' •• 'l 

11,. 'I '" I 
" I 

4 

5 .  Maintain performance (pemeliharaan kinerja 
dan target kinerja) 

Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung 
pengembangan profesi yang ditetapkan oleh 
Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional 
Analis Pemantauan Peraturan Perundang-
Undangan 

Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan 
dengan bidang J abatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 

Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi 

l .  Memperoleh penghargaan/ tandajasa Satya 
Lencana Karya Satya : 
a. 30 (tiga puluh) tahun 

b. 20 (dua puluh) tahun 

c. 10 (sepuluh) tahun 

2. Penghargaan atas prestasi kerjanya 
a. Tingkat Internasional 

�·-.: 
.,si,,., 

SATUAN ANOKA PE A 

BA8IL KREDIT KEOIATAN 

6 7 B 

Sertifikat/ 0,5 Semua 
laporan Jenjang 

Laporan 0,5 Seinua 
Jenjang 

Sertifikat/ 0,4 Semua 
Laporan Jenjang 

Laporan 0,04 Semua 
Jenjang 

Piagam 3 Semua 
Jenjang 

Piagam 2 Semua 
Jenjang 

Piagam 1 Semua 
Jenjang 

Sertifikat/ 35% AK Semua 
Piagam kenaikan Jenjang 

pangkat 

� 
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" 

1 ·:.1 
•' 

"I .'tt',� ,: a :I PBLA�A NO. UlfSUR ' •  SUB UlfSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN ANOKA ' .. 
I .. !I BASIL KRBDIT KEGIATAN 

1 2 ' 3 4 
I! II 6 7 B .. I' ., II\ ,  

" l 
b. Tingkat Nasional Sertifika t / Pia 25% AK Semua 

gam kenaikan Jenjang 
pangkat 

I C. Tingkat Lokal Sertifikat/ 1 5% AK Semua 
Piagam kenaikan Jenjang 

pangkat 

D. Perolehan ijazah/ gelar Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai bidang 
kesarjanaan lainnya tugasnya : 

1 .  Doktor (S-3) ljazah/ Gelar 1 5  Semua 
Jenjang 

2. Pasca Sarjana (S-2) Ijazah/ Gelar 10  Semua 
Jenjang 

3.  Sarjana (S- 1 )/Diploma IV (D-IV) ljazah/ Gelar 5 Semua 
Jenjang 

i E. Peran serta dalam seminar, 1 .  Mengikuti kegiatan 

I lokakarya, atau konferensi seminar /lokakarya/konferensi terkait Bidang 
terkait Bidang Pemantauan Risalah, setiap kali, sebagai: 
Peraturan Perundang- a. Pemrasaran Materi 3 Semua 
Undangan Jenjang 

b. Moderator /Pembahas / Narasumber Laporan 2 Semua 
Jenjang 

C. Peserta Laporan 1 Semua 
Jenjang 

I 
2 .  Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi 

ilmiah atau delegasi dalam pertemuan 

I 
nasional atau internasional sebagai: 

I a. Ketua Laporan 1 ,5  Semua 
Jenjang 

b.  Anggota Laporan 1 Semua 
Jenjang 

JI 
� 
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NO. UNSUR SUB UNSUR 
I ' BUTIR KEGIATAN lh l' ,. It 

" •' 

ii 
I 

1 2 3 4 . . 
II ' 
I F. Keanggotaan dalam Menjadi anggota organisasi profesi Nasional 

I 
organisasi profesi 

1 .  Pengurus aktif 

2 .  Anggota aktif 

G. Pelaksanaan tugas lain Melakukan kegiatan yang mendukung 
I yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Fungsional Analis 

pelaksanaan tugas Jabatan Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
I Fungsional Analis I 
I Pemantauan Peraturan 

Perundang-Undangan 

7 

BATU.Alf ANOKA PE� 
BASIL KR.EDIT KEGIATAN 

6 7 8 

Tahun 1 Semua 
Jenjang 

Tahun 0,75 Semua 
Jenjang 

Laporan 0,04 Semua 
Jenjang 

SEKRETARIS JENDERAL, 

- �/ 
INDRA ISKANDAR )1/ NIP. 19661 1 141997031001 



· LAMPIRAN XXV 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI 
DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

PENILAIAN ANOKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI 

DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

1 .  NAMA 
2. NIP 
3. NOMOR SERI KARPEG 
4. TEMPAT/TANGGAL LAHIR 
5. JENIS KELAMIN 

6. 
PANGKAT/GOLONGAN : RUANG/TMT 

7. JABATAN/TMT 
8. UNIT KERJA 

Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang 

Hasil Kerja/ Angka Jumlah 
I. Pengembangan Profesi Kegiatan Angka Output Kredit Kredit 

A.  Perolehan ijazah/ gelar 
pendidikan formal sesuai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ijazah/Gelar 
dengan bidang tugas JF 

B. Pembuatan karya 
tulis / karya ilmiah di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Naskah 
bidang JF 

C. Penerjemahan/ 
penyaduran buku dan Buku/Naskah bahan-bahan lain di · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
bidang JF 

D. Penyusunan 
Standar /Pedoman/ 
Petunjuk Pelaksanaan/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buku 
Petunjuk Teknis di 
bidang JF 

E. Pengembangan Sertifikat/ 
Kompetensi di bidang JF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  laporan 

F. Kegiatan lain yang 
mendukung 
pengembangan profesi Laporan yang ditetapkan oleh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Instansi Pembina di 
bidang JF 
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI 

,{I � 
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II. Penunjang 

A. Pengajar /Pelatih/ Laporan Pembimbing di bidang JF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  
B. Keanggotaan dalam Tim 

Penilai/Tim Uji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laporan 
Kompetensi 

C. Perolehan Penghargaan Piagam/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sertifikat/ 

Piagam 
D. Perolehan gelar Ijazah kesarianaan lainnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E.  Pelaksanaan tugas lain 

yang mendukung · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  Laporan 
pelaksanaan tugas JF 

JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG 

Ketua Tim Penilai 

SEKRETARIS JENDERAL 

INDRA ISKANDAR 
NIP. 1966 1 1 141997031001 
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LAMPIRAN XXVI 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHON 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TENTANG 
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
PERTAMA 

Bahwa untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatifyang lowong, 
Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . Jab a tan 
. . . . . . . . . . . . . . pangkat/ golongan ruang . . . . . . . . . telah memenuhi 
syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan 
setingkat lebih tinggi; 
1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 20 1 7  tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7  Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017  
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif; 

4 .  Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor . . . . . . Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undarigan Legislatif; 

5. dst. 

MEMUTUSKAN 

Terhitung mulai tanggal . . . . . . . . . . . . . . mengangkat Pegawai Negeri 
Sipil: 
Nama 
NIP 



I 

KEDUA 
KETIGA 

Tembusan: 

Pangkat/ Golongan 
Ruang 
TMT 

- 2 -

Unit Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Dari Jabatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan 
Perundang-Undangan Legislatif jenjang . . . . . . . . . . . . .  Ke dalam Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif jenjang . . . . . . . . . . .  dengan angka kredit sebesar . . . . . . . ( . . . . ) 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )* 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali 
sebagaimana mestinya. 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di . . . . . . . . . .  . .  
Pada tanggal . . . . . . . . . . .  . . 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

1 .  Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
2 . Kepala Badan Kepegawaian Negara; 
3 .  Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL 

INDRA ISKANDAR 
NIP. 1966 1 1 141997031001 



LAMPIRAN XXVII 
PERATVRAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL 
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TENTANG 
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : bahwa berdasarkan surat . . . . . . . . . . . . .  Norn or . . . . . . . . . . . .  tanggal . . . . . . . . . . .  . 
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif karena 
. . . . . . . . . . .  *) ; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Menetapkan 
PERTAMA 

Negara; 
2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 20 17 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif; 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor . . . . . .  Tahun 2020 ten tang 
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fu!'.}gsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif; 

5. dst. 

MEMUTUSKAN 

Terhitung mulai tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . memberhentikan dari 
Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang­
Undangan Legislatif: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ Golongan 
Ruang 

,:; 



KEDUA 
KETIGA 

Tembusan: 

- 2 -

TMT 
Unit Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )* 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan 
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali 
sebagaimana mestinya. 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di . . . . . . . . . . . . 
Pada tanggal . . . . . . . . . . . .  . 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

1 .  Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 
3 .  Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL 

INDRA ISKANDAR 
NIP. 19661 1 141997031001 



LAMPIRAN XXVIII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN 
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN LEGISLATIF 

CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TENTANG 
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : bahwa Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jabatan 

Mengingat 

Menetapkan 
PERTAMA 

. . . . . . . . . . . . . .  pangkat/ golongan ruang . . . . . . . . .  telah memenuhi syarat dan 
dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam J abatan Fungsional 
Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif; 
1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 20 1 7  tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan 
Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan 
Legislatif; 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor . . . . . .  Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Analis 
Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif; 

5. dst. 

MEMUTUSKAN 

Terhitung mulai tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mengangkat 
kembali Pegawai Negeri Sipil: 
Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pangkat/ Golongan 
Ruang 
TMT 
Unit Kerja 



KEDUA 
KETIGA 

Tembusan: 

- 2 -

Dala,m Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan 
Perundang-Undangan Legislatif jenjang . . . . . . . . . . . . . . . .  dengan angka 
kredit sebesar . . . . . . . ( . . . .  ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )* 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di . . . . . . . . . . .  . 
Pada tanggal . . . . . . . . . . . .  . 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 . Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
2 . Kepala Badan Kepegawaian Negara; 
3 .  Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL 

INDRA ISKANDAR p NIP. 19661 1 141997031001 




